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MOTTO 
 
,ِْجر افِْلل ُن اصْحأاو ِر اصابِْلل ُّضاغاأ ُهَّنإاف ْجَّواز ا ت ا يْل ا ف اةاءاابْلا ُمُكْنِم اعااطاتْسا ِن ام ِبااب َّشلا ار اشْع ام ايَ  ِمو َّصلِبِ ِهيالعاف عِطاتْساي ْالَ ْن ام او
  ُءا اجِو ُهال ُّهنِإاف                                                                                                     
“Wahai para pemuda, barangsiapa yang diantara kalian telah sanggup menikah, maka 
menikahlah, sesunggguhnya menikah dapat mencegah dari sesuati yang terlarang dan dapat 
membentengi kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah, 
karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syahwat.” (HR.Bukhori) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonen Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang 
dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ 
Es (dengan 
titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ 
Ha (dengan 
titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż 
Zet (dengan 
titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ 
Es (dengan titil 
di bawah) 
ض ḍad ḍ 
De (dengan 
titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan 
titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan 
titik di bawah) 
ع ‘ain ... ʹ ... 
Koma terbalik 
di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
ى Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
... ' ... Apostrop 
ً Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 dammah U U 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa ggabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ً ....... أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
ى ....... أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ليح Haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf sebagai berikut : 
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ........ أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي ....... أ 
Kasrah dan 
ya 
ī i dan garis di atas 
ى ....... أ 
Dammah 
dan wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. ليقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
 
 
 
4. Ta Marbutah 
Translitersi untuk TaMarbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup 
Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati 
Ta Marbutah mati atau mendapat harakan sukun transliterasinya adalah /h/.  
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanta Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضىز Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyahditransliterasi sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai denngan aturan yang 
xiii 
 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal katatidak diambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نىرخأت ta’khuz|una 
3. ؤىنا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf di awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xiv 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihlangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1.  ّلّإ محمد امىليسز  Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. هيمناعنا ّبز لله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentuyang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan jata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. الله نإىهيقشاّسنا سيخ يون  
Wa innallāha  lahuwa khair ar-rāzīqin/ 
Wa innallāha  lahuwa khairur-rāziqīn 
 
2. ناصيمناى ميكنا ايفىأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
 MAHFUD IMAM SAKHOFI  NIM  152121026 “FATWA MUI ANALYSIS OF 
2009 ABOUT EARLY AGE WEDDING VIEWED FROM MAS}LAH}AH". Underage 
marriage or early marriage consists of two words, namely marriage and early age. Young age 
is used to mention something done before the minimum age limit. Namely 19 years for men 
and 16 years for women. In 2009 MUI issued a fatwa on Early Age Marriage which stated 
that the law was valid insofar as it had fulfilled the terms and conditions of marriage, but 
would be unlawful if it resulted in mud}arat. However, from the point of view, the issue of 
early marriage is not in contravention of Islamic law because it aims to create benefit but not 
a few also bring harm. This is the focus of this research, namely how is the basis of the MUI 
fatwa stipulated and how the MUI fatwa on early marriage is seen by Mas} ah Mursalah. This 
study aims to find out the basis of the MUI fatwa stipulation on early marriage and to analyze 
the 2009 MUI fatwa concerning early marriage based on mas}lah}ah. 
 This research includes the type of qualitative research library (Library Research) 
using secondary data sources, namely sources of reading material, official documents, books, 
research results, journals, articles and the internet. This study uses descriptive analysis 
techniques in analyzing the data obtained. 
 Based on the research that has been done that the legal age of marriage is legal as long 
as the pillars and the conditions for marriage are fulfilled, but it is unlawful if it brings 
mud}arat. The pengaharaman is nothing but to create benefit. Thus the MUI fatwa that allows 
early marriage with these conditions contains many masses to be applied because it has also 
been in accordance with the requirements of benefit, which contains essential benefits, is of 
public interest and does not conflict with Islamic law 
 
Keyword : Mas}lah}ah, Marriage, Early Age 
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ABSTRAK 
 
 MAHFUD   IMAM   SAKHOFI   NIM 152121026, “ANALISIS FATWA 
MUI NO.07 TAHUN 2009 TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU 
DARI MAS}LAH}AH ”. Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini adalah 
istilah yang digunakan bagi seseorang yang menikah di bawah ketentuan yang 
berlaku.Yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada tahun 2009 
MUI mengeluarkan fatwa tentang Perkawinan Usia Dini yang menyatakan bahwa 
hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, akan tetapi 
haram jika mengakibatkan mud}arat. Namun ditinjau dari mas{lah}ah pernikahan usia 
dini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab bertujuan untuk menciptakan 
maslahat tetapi tidak sedikit juga yang mendatangkan mud}arat. Hal inilah yang 
menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu  bagaimana dasar penetapan fatwa MUI 
tersebut dan bagaimana fatwa MUI tentang pernikahan usia dini dilihat dari 
mas}lah}ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan fatwa MUI 
tentang pernikahan usia dini dan untuk menganalisis fatwa MUI No.07 tahun 2009 
mengenai pernikahan usia dini berdasarkan mas}lah}ah . 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif kepustakaan (Library 
Research)  dengan menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber dari bahan 
bacaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel maupun 
internet. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dalam menganalisis 
data-data yang diperoleh. 
 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwasannya  pernikahan 
usia dini hukumnya adalah sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun 
menjadi haram apabila mendatangkan mudarat. Pengaharaman tersebut tidak lain 
untuk menciptakan kemaslahatan. Dengan demikian fatwa MUI tersebut mengandung 
banyak mas}lah}at untuk diterapkan karena fatwa MUI ini dapat dikatakan sebagai 
penegasan kembali dan mendukung peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang 
nomor 1 tahun 1974 dan juga melindungi pelaku pernikahan usia dini dari stigma 
negatif yang muncul di masyarakat, sekaligus fatwa MUI ini dapat dibenarkan karena 
mendukung pencapaian kemaslahatan khususnya perlindungan keturunan seperti 
kelahiran prematur, kematian ibu dan lain-lain. 
 
Kata kunci : mas}lahah , perkawinan, usia dini 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  
 Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup 
tanpa adanya manusia lainya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan 
naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama 
dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.
1
  
 Tidak dipungkiri juga bahwa Allah menciptakan segala sesuatu 
yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan, begitu 
juga Allah menciptakan manusia, yang kesemua itu merupakan ketentuan-
Nya agar satu sama lain saling mengenal. 
 Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut 
adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan, yaitu 
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.  
 Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluriah manusia 
untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya 
perkawinan manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai
                                               
       1  Soerjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9. 
       2  Undang Undang RI No 1 Tahun 1974. 
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dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh 
karena itu sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan 
dengan teliti dan rinci, untuk membawa umat manusia hidup 
berkehormatan, sesuai kedudukanya yang amat mulia ditengah tengah 
makhluk Allah yang lain.
3
  
 Bentuk lain dari pernikahan ialah memberikan jalan yang halal 
untuk melampiaskan nafsu seks, memelihara keturunan dan juga menjaga 
kehormatan wanita. Dengan begitu akan mudahnya tercapai tujuan 
pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.  
 Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka diperlukan 
suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang 
sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang 
matang secara fisik maupun mental. Untuk itu perkawinan haruslah 
dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.
4
 Karena setiap perkawinan 
pasti menghendaki akan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk 
mencapai kesana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan 
rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan 
kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah 
jika perkawinan di usia muda.
5
 
                                               
      3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1. 
      4 Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, cet.1. 
(Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 2. 
      5 Irfan Listianto, “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur, 
Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2017. hlm. 65. 
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 Dengan penjelasan di atas, maka yang dinamakan dengan 
perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang menikah di bawah umur 
21 tahun. Maka perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia 
yang masih muda/ remaja. 
 Di indonesia, batas usia nikah telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat 
(2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal 
tersebut intinya menyatakan bahwa orang yang belum berusia 21 tahun, 
harus mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua ini hanya dapat 
diberikan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan 
perempuan belum berumur 16 tahun, maka tidak dapat diberikan izin 
untuk menikah. Jika pernikahan tetap dilaksanakan, tentu pernikahan 
tersebut dinamakan pernikahan usia dini. 
 Sedangkan dalam KHI, ketentuan batas usia dalam perkawinan 
disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon 
mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 
Undang Undang No.1 Tahun 1974. 
 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka 
perkawinan yang dilangsungkan sebelum memenuhi persyaratan yang 
dimaksud dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur atau 
perkawinan usia muda, di mana perkawinan yang para pihaknya masih 
sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 
4 
 
 
ditentukan dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan prinsip ini, salah 
satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.
6
 
 Sedangkan menurut hukum Islam, batas usia pernikahan tidak 
ditentukan. Apabila kedua belah pihak sudah menunjukkan hal-hal 
kedewasaanya, yaitu baligh, berakal sehat dan tidak terpaksa, maka 
pernikahan itu dapat dilaksanakan.
7
 
 Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak meletakkan usia nikah 
menjadi sebuah syarat sah dalam pernikahan, tidak ada satu dalil pun yang 
mensyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat 
nikah, Al-qur’an hanya menyebutkan istilah “balaghu> al-nika>h{”, artinya 
cukup umur untuk kawin, artinya tidak ditemukan secara jelas spesifikasi 
umur dalam pernikahan.  
 Ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak 
berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam hukum Islam Indonesia tidak 
dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum 
positif ini justru dimaksudkan agar sesuai dengan firman Allah dalam 
Qs.An-Nisa’ (4): 9 “agar manusia tidak meninggalkan generasi yang 
lemah” dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksananya 
amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon 
pasangan yang telah masak jiwa dan raganya. Jadi interpretasi terhadap 
                                               
       6 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo, 2005). Hlm. 185. 
       7  Ahmad Azhar Basyir, cet. Ke-9, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999). 
Hlm. 25. 
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ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa 
mengurangi prinsip dan tujuan syar’inya.8 
 Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dalam 
hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh 
saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alqur’an 
dan Hadits yang melarang perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian 
para fuqaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan setelah 
dewasa nanti untuk melangsungkan perkawinan yang pernah 
dilaksanakanya atau merusakkan dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak 
khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang 
bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu 
mereka masih kanak-kanak.
9
 
 Adapun kaitanya dengan MUI, sebelumnya MUI dalam keputusan 
ijtima’ ulama komisi fatwa Se Indonesia III tahun 2009 sudah 
mengeluarkan Fatwa tentang Pernikahan Dini yaitu :
10
 
1. Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal 
pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia 
kecakapan berbuat dan menerima hak (Ahliyatul ada>’ wa al-wuju>b) 
                                               
       8  Ahmad Rofiq, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, (Yogyakarta: Gema Media 
Offset, 2001), hlm. 110. 
       9  Arya Ananta Wijaya, “Analisis Perkawinan di bawah umur menurut tinjauan hukum Islam 
dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (studi kasus di desa gegerung kec. Lombok barat), 
Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2013, Hal. 7-9.” 
       10  Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga, 
2009. 
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2. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya 
syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan Mudharat. 
3. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya 
tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan 
bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. 
4. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan 
dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman. 
dan yang menjadi faktor-faktor maraknya pernikahan dini yakni sebagai 
berikut : 
a. Hamil di luar nikah 
 Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik 
secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan 
sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, 
mulai tertarik dengan lawan jenis, muncul perasaan cinta, akan timbul 
dorongan seksual yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak 
terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal hal 
negatif yang tidak dibenarkan.
11
 
 Hamil di luar nikah ini yang sekarang banyak terjadi di kalangan 
remaja. Tentunya diakibatkan pergaulan bebas. Orang tua akan sangat 
malu jika anaknya hamil sebelum adanya perkawinan. Oleh karena itu 
                                               
       11  Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan Di bawah umur pada masyarakat Islam Di 
Kabupaten Bantaeng”, Jurisprudentie, Vol.4 Nomor 2, Desember 2017, hlm.180. 
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orang tua mengajukan dispensasi agar si anak dapat melangsungkan 
perkawinan meskipun belum cukup umur untuk melangsungkan 
perkawinan.
12
 
 Di Pengadilan Agama Boyolali saja tahun 2017 hamil diluar nikah 
yang mengajukan permohonan dispensasi sebanyak 59 Permohonan, 
jumlah tersebut hanya turun sedikit saja dibanding tahun lalu yakni 63 
pengajuan. 
13
Fenomena tersebut menurut ketua PA Boyolali sedikit 
banyak disebabkan anak-anak yang sudah mampu mengakses informasi 
negatif di gadget. 
 Hal sama juga terjadi di Kabupaten Klaten, angka pernikahan dini 
yang cukup tinggi, faktor utama penyebabnya yakni mempelai perempuan 
yang kedapatan hamil di luar nikah. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Klaten Utara, Slamet mengatakan pernikahan di bawah umur didominasi 
hamil di luar nikah, Persentase pernikahan akibat hamil di luar nikah 
selama ditangani slamet mencapai 65 % ditahun 2018.
14
 
b. Kekhawatiran orang tua terhadap anak karena perilakunya.15 
 Kekhawatiran orang tua ini timbul dikarenakan sering melihat 
anaknya sangat dekat dengan calonnya, sering melakukan hal bersama-
                                               
       12  Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan Di bawah umur..,hlm. 213. 
       13  Danar Widiyanto,”Kehamilan di luar nikah picu tingginya pernikahan dini” dikutip dari 
www.krjogja.com, diakses tanggal  21 Oktober 2018, Jam 19.30 WIB 
       14  Fery Ardy Susanto, “Hamil di Luar Nikah Mendominasi”, dikutip dari www.radarsolo.com 
, diakses 21 Oktober 2018, Jam 20.00 WIB  
       15  Hanif Kelana Iriyanto, ”Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin kepada Anak di 
Bawah Umur”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, 2016, hlm. 74-7. 
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sama bahkan sekali bepergian bersama dan juga antara anak dan calon 
sudah menjalin hubungan yang cukup lama. 
 Dari inilah orang tua merasa sangat khawatir kepada anaknya 
apabila anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar 
kewajaran yang mungkin bisa saja tindakanya melanggar norma agama, 
norma masyarakat, dan juga norma kesusilaan. Karena orang tua tidak bisa 
sepenuhnya memantau apa yang dilakukan anaknya di luar pengawasan 
mereka, untuk itu orang tua berinisiatif untuk menikahkan anaknya untuk 
menghindari ketakutan-ketakutan tersebut. 
 Dilihat dari dampaknya, maka pernikahan usia dini memiliki efek 
negatif bagi pasangan nikah. Secara medis, pernikahan dini berdampak 
buruk pada pelaku nikah, khususnya wanita. Menurut Sosiolog Universitas 
Gajah Mada (UGM), Partini, perempuan yang menikah di bawah usia 18 
tahun berpotensi keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, 
kualitas anak yang dilahirkan rendah, gizi buruk dan putus sekolah.
16
 
Lebih lanjut pernikahan dini marak terjadi karena faktor rendahnya tingkat 
pendidikan antar kedua pasangan, tuntutan ekonomi, sistem nilai budaya, 
pernikahan yang sudah diatur dan seks bebas. 
 Ditinjau dari mas}lah}ah, pernikahan dini tentu tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, mengingat pernikahan adalah salah satu bentuk 
sunnah Rasul yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan itu sendiri. 
                                               
       16 Dimuat dalam situs : http://www.berdikarionline.com/dampak-negatif-pernikahan-usia-
dini/, diakses pada tanggal  6 Februari 2019, Jam 20.00 WIB 
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Sementara disisi lain dari dampak yang akan ditimbulkan pernikahan dini 
seperti telah disebutkan sebelumnya. 
 Meskipun kasus pernikahan dini sudah tidak asing lagi untuk kita 
ketahui bersama, akan tetapi dikarenakan banyaknya kasus yang 
cenderung bertambah tiap tahun, sehingga membuat permasalahan ini 
menarik untuk diteliti, didukung dengan adanya fatwa dari MUI akan hal 
tersebut. Dan juga pentingnya penelitian ini adalah untuk menegaskan 
kembali dan mendukung Undang-Undang Perkawinan yang cenderung 
tidak melarang pernikahan usia dini, dan juga melindungi pelaku dari 
stima negatif dari masyarakat akan pernikahannya. 
 Setelah kita mengetahui faktor-faktor pendorong nikah dini dan 
juga dampaknya yang kemungkinan akan terjadi, kita akan berfikir jauh 
tentang sejauh mana tentang pernikahan dini apakah membawa manfaat 
atau sebaliknya dikaitkan dengan fatwa MUI tersebut. berangkat dari 
masalah tersebut peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang pernikahan 
usia dini dalam skripsi yang berjudul : 
“Analisis Fatwa MUI No 07 Tahun 2009 Tentang Pernikahan Usia 
Dini ditinjau dari Mas}lah}ah ” 
B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian di atas, agar menjadi bahan pertimbangan dalam 
melanjutkan penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba untuk lebih 
berhati-hati dalam membuat batasan pertanyaan yang lebih mengacu pada 
dasar rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagaimana dasar penetapan fatwa MUI No 07 tahun 2009 tentang 
pernikahan usia dini ? 
2. Bagaimana fatwa MUI No 07 tahun 2009 tentang pernikahan usia dini 
dalam perspektif mas}lah}ah?  
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui dasar penetapan fatwa MUI No 07 tahun 2009 mengenai 
pernikahan usia dini. 
2. Mengetahui  fatwa MUI No 07 tahun 2009  tentang pernikahan usia 
dini jika dilihat dengan konsep  mas}lah}ah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi 
penelitian yang sejenis di masa akan datang. 
2. Praktis 
a. Untuk dapat diambil manfaat maupun hikmahnya bagi pembaca 
dan instansi terkait dalam persoalan perkawinan yang masih di 
bawah umur. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 
berharga kepada masyarakat seputar informasi pernikahan di 
bawah umur. 
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c. Guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan (S-1) dalam bidang Hukum Keluarga (Syariah). 
E. Kerangka Teori 
1. Fatwa MUI tentang Pernikahan Dini 
 Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian 
(peristiwa). Sedangkan fatwa menurut syara’ adalah menerangkan 
hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu 
pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik 
perseorangan atau kolektif.
17
  
 Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan 
yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan 
hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan 
membuat hukum tanpa dasar. 
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima’ komisi fatwa Se-
Indonesia Ketiga tahun 2009   mengeluarkan fatwa tentang pernikahan 
dini yaitu : 
a. Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal 
pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah 
usia kecakapan berbuat dan menerima hak (Ahliyatul ada’ wa al-
wuju>b) 
                                               
       17  Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Indonesia 
Press, 1997). hlm. 5. 
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b. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya 
syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan 
Mudharat. 
c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya 
tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan 
bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. 
d. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan 
dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan 
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman. 
2. Pernikahan Usia Dini 
 Dalam Al-qur’an disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-
pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa pada usia 
berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah. 
Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa 
dampak posistif maupun negatif, walaupun sesungguhnya batasan usia 
bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu 
perkawinan. 
 Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 menyebutkan bahwa, 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
18
 Kemudian 
diikuti pasal 7 yang berbunyi : 
                                               
       18  Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 
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1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. 
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
 Agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat 
Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan 
perkawinan, syariat Islam hanya menetapkan ukuran dewasa seseorang 
apabila ia telah baligh, dan tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas 
menyebut tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan tidak 
pula hadits Nabi yang secara langsung menyebut batas usia nikah. Para 
ulama fiqh sepakat dalam menentukan ukuran dewasa / taklif yaitu sudah 
keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi wanita.
19
 
 Dari ketentuan-ketentuan diatas sejalan dengan salah satu prinsip 
dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu calon suami dan istri harus 
telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan  agar 
dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan 
perceraian. 
 Apabila ditinjau dari segi ilmu dan kesehatan, bahwa perempuan 
yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dan mengalami kehamilan 
dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan kelak. 
Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian saat melahirkan, 
                                               
       19  Mufidah, Isu Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, (Malang: Penerbit UIN 
Maliki Press, 2010), hlm. 63. 
14 
 
 
dua sampai lima kali lebih besar daripada kehamilan wanita yang berusia 
20 an.
20
 
 Berdasarkan dari dampak perkawinan di bawah umur di atas patut 
menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia 
dini. Sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 bahwa orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. Mengasuh, memlihara, mendidik dan melindungi anak 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya. 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada anak.
21
 
 Sudah seharusnya perkawinan di bawah  umur harus dilihat dari 
sisi mana yang lebih bermanfaat dan madharat yang ditimbulkan antara 
membolehkan dan melarangnya 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 
hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakanya 
harus memberi manfaat  atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai 
justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul 
                                               
       20  Yohra Andi Baso dan Judy Raharjo, Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan, 
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12. 
       21  Pasal 26 UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.
22
 Menurut Jeremy Bentham 
sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan “hukum 
barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan 
yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”23 
3. Mas}lah}ah Mursalah. 
 Teori yang digunakan oleh penyusun adalah Mas}lah}ah Mursalah 
ialah kebaikan yang tidak ada dalam nash Al-qur’an maupun As-Sunnah. 
Menurut ushul fiqh mas}hlah}ah mursalah adalah menetapkan ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur’an dan 
As-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan kerusakan dalam 
kehidupan bermasyarakat.
24
 Sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah 
menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada 
ijma’nya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata ( yang oleh 
syara’ tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau menetapkan hukum 
syara’ kepada suatu kasus yang tidak ada nash atau ijma’ atas dasar 
memelihara kemashlahatan.
25
  
 
 
 
                                               
       22  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 
hlm. 160. 
       23  Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” 
dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 16 November 2018, hlm. 6 dan 7. 
       24  Masruk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 83. 
       25  Rial Fuadi, Buku Daras Ushul Fiqih, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 89-90. 
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 Ada tiga macam kemaslahatan : 
a. Kemaslahatan yang ditegaskan dalam Al-Qur’an atau as-sunnah, 
kemaslahatan ini disepakati kehujjahannya oleh para ulama’. 
Kemaslahatan semacam ini disebut mas}lah}ah mu’tabaroh. 
b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara’ yang qath’i. 
jumhur ulama sepakat menolak kemaslahatan ini sebagai hujjah. 
Kemaslahatan semacam ini disebut mas}lah}ah mulgah. 
c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam syara’, tetapi juga 
tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang disebut dengan 
mas}lah}ah mursalah. 
F. Tinjauan Pustaka 
 Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai 
langkah dari penyusunan skripsi. Yang penulis teliti agar terhindar dari 
kesamaan judul dan lain-lain dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. 
Setelah mengdakan tinjauan pustaka, kemudian penulis menemukan 
skripsi yang membahas tentang perkawinan usia dini yaitu sebagai berikut: 
 Pertama, Skripsi dari Masrukhan Tahun 2018 yang berjudul 
“Faktor dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau dari 
Mas}lah}ah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sraten Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2017)”  , dimana pembahasanya adalah  
menganalisis faktor dan dampak perkawinan di bawah umur ditinjau dari 
Mas}lah}ah Mursalah sehingga sangat berbeda dengan penelitian ini yang 
menganalisis pernikahan dini dari fatwa MUI ditinjau Mas}lah}ah. 
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 Kedua , Skripsi dari Muhammad Firquwatin Tahun 2018 yang 
berjudul “Nikah Dini Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi Kasus di 
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)” , dimana pembahasanya 
tentang Analisis pernikahan dini dengan perspektif Sadd Al-Dzari’ah, jadi 
sangat berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis dengan konsep 
Mas}lah}ah. 
 Ketiga, Jurnal dari Kurdi tahun 2016 dengan judul “Pernikahan di 
Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur’an (Jurnal Hukum Islam, Vol 
14, No 1 Juni 2016, hlm 65)” dimana pembahasanya adalah tentang 
perkawinan di bawah umur dari sudut pandang Maqa>shid Al-Qur’an yakni 
tujuan-tujuan pernikahan yang ditetapkan dalam ayat Al-qur’an  sejauh 
mana pernikahan di bawah umur membawa dampak baik atau atau buruk. 
Yang membedakan dengan skripsi penulis ialah bahwa penulis 
menganalisis fatwa MUI tentang pernikahan usia dini dilihat dengan 
mas}lah}ah. 
 Keempat, skripsi dari Irfa’ Amalia mahasiswi UIN Walisongo 
tahun 2017 yang berjudul “Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi 
Hukum Islam ditinjau dengan konsep Mas}lah}ah Mursalah imam Al-
Syathiby dan Imam Al-Thufi” dimana pembahasanya terfokus tentang 
batasan usia nikah dilihat dengan mas}lah}ah mursalah imam Al-Syathiby 
dan imam Al-Thufi. Jadi sangat berbeda dengan skripsi penulis yang 
membahas pernikahan dininya dengan konsep mas}lah}ah. 
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 Kelima, skripsi dari Bahrul Ulum mahasiswa UIN Sunan Kalijogo 
tahun 2009 dengan judul “Pernikahan di bawah umur dalam perundang-
undangan di Indonesia perspektif Hukum Islam” yang menjadi poin 
pembeda dengan skripsi penulis adalah dari cara menganalisisnya yakni 
penulis menganalisis fatwa MUI dengan menggunakan mas}lah}ah 
sedangkan skripai diatas menggunakan perundang-undangan dan hukum 
Islam. 
G. Metode Penelitian 
       Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian 
dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian adalah cara yang 
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya, seperti 
wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Jadi, metodologi 
penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan 
yang terdapat dalam penelitian.
26
   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati. Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan 
objektif untuk menyusun sebuah skripsi ini, penulis menggunakan : 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 
kepustakaan (library research). yaitu penelitian yang dilakukan 
                                               
       26  Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) 
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dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji literatur ilmiah atau 
buku-buku yang terdapat dalam suatu perpustakaan. library research 
adalah metode penelitian dengan pengumpulan data dari bahan tertulis 
(teori-teori) yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang 
mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan.
27
  
 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif analitis 
untuk mengetahui spesifikasi yang rasional dari data yang diperoleh 
terkait dengan fatwa MUI tentang Pernikahan usia dini 
2. Sumber Data 
 Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian kepustakaan maka 
menggunakan  sumber data sekunder yakni sumber dari bahan hukum 
primer dan sekunder.
28
 Bahan hukum primer mencakup dokumen-
dokumen resmi yakni fatwa MUI Tahun 2009 tentang pernikahan usia 
dini, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil 
penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.
29
 Dalam penelitian ini 
penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu Fatwa MUI tahun 
2009 tentang pernikahan dini, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi 
Hukum Islam, buku-buku fiqh munaqahat, kitab-kitab usul fiqh dan 
Qawa’idul fiqh, 
 
 
                                               
       27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997). hlm. 9. 
       28 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2016),  hlm.143. 
       29  Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56. 
20 
 
 
3. Teknik pengumpulan data 
 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi (metode dokumenter). 
Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi 
pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental seseorang.
30
 
 Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk 
menemukan data mengenai hal hal yang diteliti melalui catatan-
catatan, transkip, buku, jurnal dan sebagainya.
31
 Dalam penelitian ini 
dokumen yang digunakan antara lain adalah KHI, Undang-Undang 
Perkawinan, karangan Sayyid Sabiq yang berjudul “Fiqh al-sunnah”, 
Minhajul Muslim. 
4. Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya 
dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu, suatu bentuk penelitian 
dengan proses pengumpulan data kemudian data itu dianalisa. Artinya 
                                               
       30 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011). 
hlm. 240. 
       31 Aminudin dan Zainal Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004),  hlm. 32. 
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penulis berusaha menguraikan dan menganalisis keputusan hukum, 
khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan Usia 
dini dan penulis berusaha melihatnya dengan tinjauan mas}lah}ah 
mursalah. 
 Data yang dikumpulkan berupa (wawancara, intisari dokumen,) 
biasanya akan diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan 
melalui (pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis). 
F. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan merupakan rencana garis besar penulisan skripsi 
yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman 
yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis 
menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut : 
 BAB I, adalah Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
 BAB II, adalah tinjauan umum pernikahan usia dini dan Mas}lah}ah. Pada 
subbab pertama akan dibahas tentang , pernikahan usia dini, dengan sub bab 
antara lain: pengertian perkawinan, perkawinan usia dini, dasar hukum nikah, 
rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia kawin menurut 
Hukum Positif dan Islam, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dan 
dampaknya. Subbab kedua dibahas tentang  mas}lah}ah. Dengan subbab antara 
lain : pengertian maslahah, syarat-syarat maslahah, kehujjahan maslahah. 
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 BAB III, adalah berisi Fatwa MUI No.07  Tahun 2009 tentang pernikahan 
usia dini dan Dasar Penetapannya. Pada subbab pertama dibahas mengenai 
gambaran umum MUI yang meliputi : sejarah berdirinya MUI, visi dan misi 
MUI, Orientasi dan peran MUI, fungsi dan tujuan MUI, kewenangan dan 
wilayah. Sedangkan subbab kedua meliputi : latar belakang munculnya putusan 
fatwa MUI No.07 Tahun 2009 dan dasar penetapanya.  
 BAB IV, adalah Analisi Fatwa MUI No.07 Tahun 2009 tentang 
Pernikahan Usia Dini ditinjau dengan Mas}lah}ah.  bagian yang berisi analisa 
penulis tentang Fatwa MUI mengenai pernikahan usia dini ditinjau dengan 
konsep mas}lah}ah. hingga dapat diketahui apakah fatwa mengenai pernikahan 
usia dini tersebut masih relevan dan dapat diterapkan pada masyarakat atau 
masih perlu penambahan atau revisi. 
 BAB V, adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari 
rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat. Yang akan diuraikan tentang 
kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DAN 
MAS}LAH}AH 
 
A.  Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
 Perkawinan dalam bahasa indonesia berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut 
juga “Pernikahan”, berasal dari kata Nikah (حاكن)  yang menurut 
bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan 
untuk arti bersetubuh (wathi).
2
 
       Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-
Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.
3
 Allah 
Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
 ْيَش ِّلُك ْنِمَو                                        َنْوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍء  
“Dan segala sesuatu  kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah)”. 4 
 
   Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah menetapkan suatu aturan yang 
sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga
                                               
       1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 512. 
       2 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media  Group, 2003) 
       3 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Cairo: Dar El-Fath, 2015), hlm, 149. 
       4 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971)., hlm. 862. 
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diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Dia menjadikan 
hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral 
pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab 
qabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian 
khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. 
Dengan Pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara 
yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para 
perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki 
yang menginginkanya. Pernikahan seperti itulah yang diridhai oleh 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan disyariatkan oleh Agama.5 
Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi pernikahan 
diantaranya menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary :
6
 
 ًعْرَش ُحاَكِّنلاا  ْوأ ٍحاَكْنا ِظْفَِلب ٍئْطَو َةَحَبَِا ُن َّمَضَت َي ٌدْقَع َوُى                    ِِهوَْنَ  
Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan 
kata-kata yang semakna dengannya. 
 
       Masih dalam kaitan definisi perkawinan kita juga bisa melihat 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam 
Kompilasi Hukum Islam : 
                                               
       5 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya..., hlm 150. 
       6 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras), (Jakarta: KENCANA Prenada 
Media Group, 2003), hlm. 8. 
25 
 
 
Bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Perkawinan : 
Akad yang sangat kuat atau mis|a>qan gali>z}an untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 
       Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka 
perkawinan adalah suatu ikatan / akad yang kuat (mis|aqan gali>z}an) 
yang dilakukan pihak laki-laki (suami) dengan pihak wanita (sebagai 
istri) untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia 
mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa 
sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai 
sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan 
dalam kehidupan bernegara dan beragama. 
2. Pernikahan Usia Dini 
 Perkawinan di bawah umur dalam istilah umum dapat juga 
diartikan sebagai pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan 
sebelum usia itu matang atau cukup sesuai dengan batas ketentuan 
undang-undang hukum yang berlaku. 
Pengertian secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
di bawah umur adalah sebuah ikatan suami istri masih usia muda dan 
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belum memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan hukum 
yang berlaku. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur dianggap 
sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang 
memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya 
memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara 
natural dan manusiawi tanpa eksplotasi, diskriminasi dan penindasan.
7
 
Pernikahan usia dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan 
yang dilaksanakan pada ambang batas atau bawah usia yang 
diperbolehkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam secara tegas menerangkan bahwa : 
“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
 Dengan penjelasan di atas, maka yang dinamakan dengan 
perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang menikah di bawah 
umur 21 tahun.  
3. Dasar Hukum Pernikahan 
 Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk 
menikah terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadits. Diantaranya 
sebagaimana yang tercantum di bawah ini : 
                                               
       7 Ikhwanudin Harahap, “Perspektif Al-Maslahat dalam Memahami Kasus Larangan 
Perkawinan di bawah Umur,” Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol 3, nomor 1, 2015, hlm 45. 
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a. Al-Qur‟an 
1) QS. An-Nur [4]: 32 
 َيَلأْا اوُحِكْنأَو َءََرَق ُق اُونوُكَي ْنَِ إْمُكِكَِمََو ْمُِككاَاِع ْنِم َْيِْحِلََّ لاَو ْمُكْنِم َىَ 
                                    ٌميِلَع ٌعِساو ُ َّللَّاَو إِوِلْضَق ْنِم ُ َّللَّا ُمِهِنْغ ُي 
Artinya : 
dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
8
 
 
2) QS. An-Nahl [16]: 72 
 َوا َُّللَّ  ْمُكِجاَوَْزأ ْن ِّم ْمُكَل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج  َيَِْنب
 َِّللَّا ِتَمْعِِنبَو َنوُنِمْؤ ُي ِلِطاَاْلاَِاَقأ ِتاَاِّيَّطلا َن ِّم ْمُكَقَزَرَو ًةَدَفَحَو  َنوُرُفْكَي ْمُى  
Artinya : 
“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, 
anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang 
baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang 
bathil dan mengingkari nikmat Allah?.
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
       8 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971). hlm. 549. 
       9 Ibid..hlm.412. 
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3) QS. Ar-Ruum [30]: 21 
 ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيلَ اوُنُكْسَِّتل ًجاَوَْزأ ْمُكَسُف ْنأ ْن ِّم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِِوتَيَاَء ْنِمَو
                          نوُرَّكَف َت ّي ٍمْوَقِّل ِتَيََلأ َكِلَذ فِ َّنَ ًَةْحَْرَو ًةَّكَوَّم   
 Artinya :  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum kuffar.”.10 
 
b. Hadits 
1) Hadits dari Amr bin hafs 
 َث َّدَح ِنَِث َّدَح َلاَق ُشَمْعَلأا اَن َث َّدَح بَِأ اَن َث َّدَح ٍثاَيِغ ِنْب ِصْفَح ُنْب ُرَمُع اَن
 َِّللَّاِدْاَع ىَ َلَع ِكَوْسَلأاَو َةَمَقْلَع َعَم ُتْلَخَك َلَاق َدِْيَزي ِنْب ِنَْحَّْرلاِدْاَع ْنَع َُةرَمُع
 َلاَق َق ُك َِّللَّاُدْاَع ِِّبَّنلا َعَم اَّنصلى الله عليه وسلم  َِّللَّا ُلُسَر اََنل َلاقَق اًئ ْ يَش ُد َِنََلا ًباَاَشصلى الله عليه وسلم 
 َّنِإَق ْجَّوَز َت َيْل َق َةَءاَاْلا ُمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ِباَاَّشلا َرَشْعَمَيَ ُن ََ ْحأَو ِرََ َاِْلل ُّضَغأ ُو
  ِل ِبَ ِوْيَلَع َق عِتَتْسَي َْلَ ْنَمَو إِْجرَفْل  ويلع قفّتم هاورر ٌءاَجِو ُوَل ُوَّنَإق ِمْوََّ ل         
Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiya 
telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan 
kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata : 
                                               
       10 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 644. 
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Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم . saat itu kami tidak sesuatu pun maka 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada kami “ wahai para pemuda, 
barangsiapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba>’ah) 
maka menikahlah, sesunguhnya menikah dapat mencegah dari 
sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi kemaluan, dan 
barangsiapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah, 
karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu 
syahwat” .(HR. Bukhori)11 
2) Hadits dari Abi Umamah 
 َق :َلاَق ُوْنَع َُّللَّا َيِضَر َةَماَُمأ بِأ ْنَع 
َِّللَّا ُلوُسَر َلاصلى الله عليه وسلم :" اوُجَّوَز َت  ُمُكِب ٌِرثاَكُم ِّنِّإَق
                  يقهياْلا هاورر " ىَراََ َّنلا ِةَِّيناَاْىَرَك اُونوُكَت َلاَو إِةَماَيِقْلا َمْو َي َماَمُلأا 
Artinya :  
“Diriiwayatkan dari Abi Umamah ra. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : 
menikahlah karena sesungguhnya aku adalah orang yang 
berbanyak-banyak dalam urusan (jumlah) umat kelak di hari 
kiamat, dan janganlah menjadi seperti pendeta kaum Nashrani.” 
(HR, Baihaqi)
12
 
 
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 
 Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu, rukun masuk didalam 
substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak 
                                               
       11 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Kitab an-Nikah”, Bab at-Targhib fi an-Nikah, (Cairo: Dar 
el-Hadith, 2004), III : 359, Hadist dari „Alqomah 
       12 Muhammad Nashiruddin Albani, As-Silsilah Ash-Shahiihah, (Riyadh: Maktabah Al-
Ma‟arif), no. 1782, Hadits dari Abi Umamah 
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adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat ia tidak masuk 
ke dalam substansi dan hakikat sesuatu itu, sekalipun sesuatu itu tetap 
ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan lagi.
13
 
 Jadi baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu 
penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaaan langsung 
dengan status hukum sah tidaknya pernikahan tersebut. Rukun- rukun 
pernikahan diantaranya : 
a. Calon Suami atau Calon mempelai laki-laki 
 Calon suami adalah seorang laki-laki yang berakal atau 
tidak cacat mental, beragama islam, dan baligh dan mumayyis. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur 
ketentuan dewasa dalam ukuran usia yang tertuang dalam pasal 7 
ayat (1), berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan) tahun dan pihak wanita 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pengaturan ini dirujuk 
pula oleh Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni 
“Untuk mencapai kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 
ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon 
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” 
                                               
       13 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munaqahat, 
(Jakarta: Amzah, Cet ke 3 2014), hlm, 59. 
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 Apabila mempelai yang hendak melangsungkan 
perkawinan berumur kurang dari yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Perkawinan, kedua orangtuanya dapat mengajukan 
dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 
Undang Undang Perkawinan yang berbunyi, “dalam hal 
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orangtua pihak pria maupun wanita.” 
b. Wali Nikah 
 Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jumhur 
Ulama hukumnya wajib sebagaimana Hadist Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang 
berbunyi : 
 ْيَدِىاَشَو ِِّلَّوِب َّلاَ َحاَكِن َلا  ٍلْدَع                                                 
“Pernikahan itu tidak sah, kecuali dengan kehadiran seorang wali 
dan dua orang saksi yang adil”14 
  
Demikian pula Pasal 19 KHI mengatur bahwa “Wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” 
c. Saksi 
 Kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib karena 
merupakan salah satu rukun nikah. Tugas dari saksi dalam 
pernikahan adalah menyaksikan langsung prosesi pernikahan dan 
                                               
       14 Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bulughul Maram, “Kitab An-Nikah”, (Riyadh: Daar al-
Kutub Islamiyah), hadis dari Imran Ibnu al-Hushoin.   
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mensahkan atau tidaknya perkawinan tersebut. KHI mengatur 
mengenai saksi dalam nikah yakni dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), 
“Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan 
akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 
saksi.” Pasal diatas menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam 
akad nikah hukumnya wajib, serta jumlah saksi adalah dua orang. 
d. Ijab Qabul 
 Akad nikah adalah proses ritual pernikahan yang paling inti 
yaitu merupakan Ijab yang diucapkan oleh wali yang 
menikahkannya, dan Qabul yaitu jawaban yang diucapkan 
mempelai pria atas Ijab dari wali tersebut yang disaksikan oleh dua 
orang saksi. Prosesi  Ijab Qabul dalam akad harus menggunakan 
bahasa yang jelas dan dimengerti baik oleh wali dan mempelai 
laki-laki. Pengucapan Qabul mempelai pria harus langsung dalam 
satu majlis akan nikah serta tidak boleh ada jeda sedetikpun dan 
dalam satu helaan nafas.
15
 
e. Mahar 
 Mahar adalah harta, benda, jasa yang disyaratkan oleh 
mempelai wanita kepada calon suaminya untuk dipenuhi atau 
diberikan kepada mempelai wanita pada saat ijab qabul dalam 
pernikahan. Mahar dalam Islam hukumnya wajib dipenuhi sebagai 
suatu pemberian khusus kepada mempelai wanita atau calon 
                                               
       15 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 62. 
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istrinya. Mengenai ketentuan mahar dalam KHI pasal 30 sebagai 
berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 
disepakati oleh kedua belah pihak”. Artinya mahar haruslah sudah 
dalam kesepakatan kedua belah pihak. 
 Syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yang 
harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan 
perkawinan dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
a. Syarat Materiil 
Syarat ini merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh 
setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat 
ini berlaku umum bagi siapapun. Syarat ini meliputi: 
1) Persetujuan bebas dari kedua belah pihak 
 Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa 
“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai”. Dengan adanya pasal ini agar terwujudnya 
suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan 
perkawinan itu sendiri, pasal ini juga menjamin tidak 
adanya kawin paksa. 
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2) Persyaratan Izin dari Pihak ketiga 
 Yaitu ijin yang diberikan oleh orangtua atau wali 
yang berhubungan dengan anaknya yang akan 
melangsungkan perkawinan. Ijin dari pihak ketiga ini 
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai (6). 
3) Tidak terdapat larangan kawin 
 Larangan kawin yang dimaksud bahwa perkawinan 
itu tidak boleh dilangsungkan oleh kedua mempelai 
yang ada hubungan sedarah atau tali persaudaraan 
seperti telah ditentukan dalam Undang-Undang 
Perkawinan.
16
 
4) Syarat batasan usia perkawinan 
 Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 tahun.
17
 Adapun terdapat 
penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan ini dapat dimintakan dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita. 
 
 
 
                                               
       16 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 
       17 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 
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b. Syarat Formil 
Syarat formil berkenaan dengan tatacara perkawinan yang 
diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 3-9 
PP No.7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. 
5. Tujuan Pernikahan 
 Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan 
dengan berbagai bentuk anjuran. 
1) Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul. 
Sebagai umat kita berkewajiban untuk meneladani mereka. Allah 
Subhanahu wa ta‟ala berfirman : 
 ًجاَوَْزأ ُْمَلَ اَنْلَعَجَو َكِلْا َق ْن ِّم ًلاُسُر اَنْلَسَْرأ ْدَقَلَوا  َتَِْيَ ْنأ ٍلْوُسَرِل َناَك اَمَو  ًَةِّيرُذَو
 َتِك ٍلَجَأ ِّلُكِل َِّللَّا ِنْذِِبِ َّلاَ ٍَةياَِئب ٌبا                                                  
Artinya : 
“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum 
engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri 
dan keturunan......”.18 
 
Abu Ayyub r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : 
 ِنَنُس ْنِم ٌَعبْرأ ِْلا : َْيِْلَسْرُمْلا ِّسلاَو إ ُرُّطَعَّ تلاَو إُءاَّن ُكاَو              .ُحاَكِّنلاَو إ  
“Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul: (1) memakai 
inai, (2 memakai wewangian, (3) bersiwak, (4) menikah.” 19 
 
                                               
       18 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 376. 
      19 Sayyid  Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Cairo: Dar El-Fath, 2015), hlm, 151. 
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2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang sesuai dengan 
jalan yang dibenarkan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan sabda 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : 
 ُنََ ْحَأَو إِرََ َاِْلل ُّضََغأ ُوَّنِإَق إ ْجَّوَز َت َيْل َق َةَءاَاْلا ُمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم إ ِباَاَّشلا َرَشْعَمَيَ
 إِْجرَفِْلل َْلَ ْنَمَواَجِو ُوَل ُوَّنِإَق إ ِمْوََّ لِبَ ِوْيَلَع َق ْعْيِطَتْسَي ٌء                               
Artinya : 
“Wahai para pemda, barangsiapa di antara kalian yang sudah 
mampu untuk berjima‟ (karena sudah mampu untuk memberi 
nafkah) maka hendaknya ia menikah ; karena sesungguhnya 
menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan 
pandangan dan menjaga farji (dari hal-hal yang diharamkan). 
Dan barangsiapa diantara kalian yang belum mampu, maka 
hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan 
seseorang dari bahaya syahwat.”(HR.Bukhori)20 
 
3) Mendapatkan Keturunan 
 Tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. 
Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan 
anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi wanita yang subur 
sehungga bisa melahirkan banyak anak. Dengan memiliki anak 
keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi 
kemanusiaan di muka bumi. Allah berfirman : 
 َقَزَرَو ًةَذَفَحَو َْيَِْنب ْمُكِجاَوَْزأ ْنِم ْمُكَل َلَعَجَو اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج َُّللَّاَو ْمُك
 ِّيَّطلا َن ِّم                                                                      ِتَا  
                                               
       20 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Kitab an-Nikah” (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), III : 359, 
Hadits dari „Alqomah  
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Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.
21
 
4) Mendapatkan ketenangan jiwa 
 Perasaan tenang, tenteram, nyaman atau disebut sebagai 
sakinah, muncul setelah menikah. Allah memberikan perasaan 
tersebut kepada laki-laki dan perempuan yang melaksanakan 
pernikahan dengan proses yang baik dan benar, karena sekedar 
menyalurkan hasrat biologis tanpa menikah tidak akan bisa 
memberikan perasaan ketenangan dalam jiwa manusia. Allah 
Berfirman : 
 ًةَّكَوَّم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلَ اوُنُكْسَِتّل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْن ِّم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِوَِتيَ ْنِمَو
                                                          ًةَْحَْرَو                    
Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 
mencipatakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
22 
 
6. Batasan Usia Pernikahan 
a. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang 
 Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan 
seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 
                                               
       21 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 412. 
       22 Ibid..hlm.644. 
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“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua.” 
 Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan 
perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang 
berusia 16 tahun. 
“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 
(enam belas) tahun ”. itu artinya, pria dan wanita yang usianya di 
bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. 
 Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 15 
dijelaskkan juga bahwa : 
1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 
19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
2) Bagi calon mempelai yag belum mencapai usia 21 tahun harus 
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), (5) No 1 Tahun 1974.
23
 
 Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga misalnya, 
mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 
                                               
       23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 
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tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo, seks 
di luar nikah dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, 
maka UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan 
kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. 
Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak 
wanita. 
b. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam 
 Dalam diskursus fikih (Islamic Jurisprudence), tidak 
ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah, 
karenanya menurut fikih semua tingkatan umur dapat 
melangsungkan perkawinan.
24
 Dasarnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم 
sendiri menikahi „Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan 
mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun. 
 Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dengan 
„Aisyah radhiallahu „anha yang dinyatakan oleh seluruh hadits 
terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak, umat Islam 
terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tradisional 
menegaskan bahwa mempraktikkan model perkawinan itu berarti 
menghidupkan sunnah Nabi (ihya’ al-sunnah). Namun kelompok 
                                               
       24 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage), (Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11. 
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yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang 
masih di bawah umur itu merupakan hak khusus (previliage) bagi 
Nabi صلى الله عليه وسلم saja.25 Namun pendapat ini menuai banyak kritik dari 
sejawatnya para fuqaha , dasarnya tidak ada seorang pun dari 
kalangan sahabat maupun tabi‟in yang menegaskan bahwa praktik 
perkawinan Nabi dengan „Aisyah itu merupakan kekhususan. 
 Sejujurnya jika kita menengok sejarah pengundangan 
hukum Islam (Tarikh al-Tasyri>.’ al-Isla>m), maka kita akan 
menemukan fakta bahwa pembahasan ini nyaris tidak terlalu intens 
dibicarakan, pasalnya fuqaha‟ berpandangan bahwa tidak ada 
problem apapun dalam perkawinan suci tersebut. Justru yang 
banyak mengemukakan ialah kupasan dan uraian perihal 
keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis tersebut. 
 Meski demikian, fuqaha‟ berbeda pendapat dalam 
memperkirakan batas usia kedewasaan di mana seseorang itu 
menjadi berstatus mukallaf  (terbebani kewajiban beragama). 
Pertama, mayoritas mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang 
itu belum dikatakan dewasa (baligh) hingga ia berusia 18 tahun.
26
 
Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wata‟ala berikut : 
 َأ َغُل ْ ا َي َّتََّح ُنَسْحَأ َيِى ِتَِّلِبَ َّلاَِ ِمْيِتَيْلا َلاَم اُوَبرْق َت َلاَو                    ....ُه َّدُش  
                                               
       25 Ibid..,hlm.13. 
       26 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak..., hlm. 20. 
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“Janganlah kamu mendekati (mempergunakan) harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia mencapai usia 
kedewasaan......”.27 
 
 Ibn Abbas menafsirkan kata Asyuddahu adalah usia 15 
tahun atau 18 tahun.
28
 Ditambahkan pula, perkembangan 
kedewasaan anak perempuan itu relatif lebih cepat setahun 
daripada anak lelaki. 
 Kedua, menurut mazhab Syafi‟i dan Hambali serta 
beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain (Abu Yusuf dan 
Muhammad Syaibani), fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 
15 tahun. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar 
berikut : 
 اَنَّ ث َّدَح َن َث َّدَح ٍْيُْنُ ِنْب َِّللَّاِدْاَع ُنْبُد َّمَُمُا  َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍعِقَنَ ْنَع َِّللَّا ُدْي َاُع اَن َث َّدَح بَِأ
 َِّللَّا ُلوُسَر ِنَِضَرَع َلاَقصلى الله عليه وسلم  َرْشَع اَع َبْرَأ ُنْبَنَأَو ِلاَتِقْلا فِ ٍدُُحأ َمْو َي نّْز ُِيُ ْمَل َق ًةَنَس َة
 َْلا َموَي ِنَِضَرَعَو                           نَّزاَجَجَق ًةَنَس ََةرْشَع َ َْمْ ُنْباَنَأَو  َِدْن  
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin 
Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah 
menceritakan kepada kami „Ubaidullah dari Nafi‟ dari Ibnu Umar 
dia berkata “Rasulullah صلى الله عليه وسلم memeriksaku ketika hendak berangkat 
perang uhud, ketika itu saya baru berusia 14 tahun, sehingga 
beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. Ketika 
hendak berangkat ke medan perang (khandaq) beliau memeriksaku 
                                               
       27 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 429. 
       28 Ibn Abbas ,”Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas”, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah: 
1991), hlm. 229. 
42 
 
 
pula, ketika itu saya telah berusia 15 tahun dan beliau 
membolehkan aku ikut berperang.” (HR. Muslim).29    
 
7. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini 
a. Faktor Penyebab 
  Ketika seseorang melangsungkan perkawinan di bawah 
umur tentu itu bukan dari faktor diri sendiri saja tetapi bisa jadi 
juga ada faktor lain yang menyebabkan seseorang melangsungkan 
perkawinan di bawah umur, adapun faktor penyebab seorang 
melakukan perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut : 
1) Hamil diluar nikah 
 Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan 
baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga 
mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti 
mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan 
lawan jenis, muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan 
seksual yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal 
yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim 
walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga 
memicu melakukan hal hal negatif yang tidak dibenarkan.
30
 
 Hamil di luar nikah ini yang sekarang banyak terjadi di 
kalangan remaja. Tentunya diakibatkan pergaulan bebas. 
                                               
       29 Wahyuni Shifatur Rahmah, “Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan „Aisyah”, 
Jurnal Musa>wa , (Yogyakarta) , Vol. 8, No. 2, Juli 2009. 
30 Nur Aisyah , “Dispensasi Pernikahan Di bawah umur pada masyarakat islam Di 
Kabupaten Bantaeng”, Jurisprudentie, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 180. 
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Orangtua akan sangat malu jika anaknya hamil sebelum 
adanya perkawinan. Oleh karena itu orangtua mengajukan 
dispensasi agar si anak dapat melangsungkan perkawinan 
meskipun belum cukup umur untuk melangsungkan 
perkawinan.
31
 
 Di Pengadilan Agama Boyolali saja tahun 2017 hamil di 
luar nikah yang mengajukan permohonan dispensasi sebanyak 
59 Permohonan, jumlah tersebut hanya turun sedikit saja 
dibanding tahun lalu yakni 63 pengajuan. 
32
Fenomena tersebut 
menurut Ketua PA Boyolali sedikit banyak disebabkan anak-
anak yang sudah mampu mengakses informasi negatif di 
gadget. 
 Hal sama juga terjadi di Kabupaten Klaten, angka 
pernikahan dini yang disebabkan hamil dahulu juga cukup 
tinggi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Klaten Utara, 
Slamet mengatakan pernikahan dibawah umur didominasi 
dikarenakan hamil diluar nikah, persentase pernikahan akibat 
hamil diluar nikah selama ditangani slamet mencapai 65 %.
33
 
 
                                               
       31 Ibid..hlm. 213. 
       32 Danar Widiyanto,”Kehamilan di luar nikah picu tingginya pernikahan dini” dikutip dari 
www.krjogja.com, diakses tanggal  21 Oktober 2018 Jam 19.30 WIB 
       33 Fery Ardy Susanto, “Hamil di luar Nikah mendominasi”, dikutip dari www.radarsolo.com , 
diakses 21 Oktober 2018, Jam 20.00 WIB 
44 
 
 
2) Ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban 
orangtua 
       Adapula orangtua yang takut jika anaknya akan menjadi 
perawan tua dan tidak laku jika umurnya nanti bertambah tua. 
Bagi beberapa kalangan dengan menikahkan anak 
perempuanya maka beban orangtua akan menjadi berkurang, 
karena anak akan menjadi tanggung jawab suaminya. 
Perkawinan juga dijadikan alat bagi beberapa pihak untuk 
dapat meningkatkan perekonomian keluarga, yakni dengan 
menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu dari 
keluarganya.
34
 
 Para orangtua sepertinya tidak memperdulikan beban 
mental anak-anak mereka. Kesiapan mental sangat diperlukan 
bagi siapapun yang akan melangsungkan perkawinan. 
3) Faktor ekonomi 
 Beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang 
tua untuk cepat cepat menikahkan anaknya dengan harapan 
beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak 
perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab 
suami. 
                                               
       34 Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzammil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan 
terhadap eksistensi rumah tangga di PA Semarang,” Jurnal Pembaharuan Hukum, (Semarang) 
Vol. 1 No 2 Mei – Agustus 2014. 
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 Hal ini terbukti dari data Dinas Keluarga berencana, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KB,PP 
&PA) Gresik, Adi Yumanto, sebagaimana yang dikutip Aries 
Wahyudianto menjelaskan pernikahan dini yang sering terjadi 
di gresik karena orangtua dengan kondisi ekonomi lemah, 
sehingga terpaksa menikahkan anaknya yang masih remaja.
35
 
Terlebih banyak dari mereka yang memiliki latar belakang 
pendidikan rendah. 
4) Faktor Agama 
  Norma agama, dalam hal ini agama tidak 
mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan 
tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur. 
Bahkan dalam pandangan Islam nikah adalah fitrah manusia 
dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karena menikah 
merupakan naluri manusia yang harus dipenuhi dengan jalan 
yang sah agar tidak mencari jalan yang salah yakni hubungan 
zina. 
Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari 
orangtua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat 
                                               
       35 Aries Wahyudianto, “Faktor Ekonomi Picu Maraknya Nikah dini”, dikutip dari 
www.radarsurabaya.com, diakses 21 Oktober 2018, Jam 14.15 WIB 
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mencemarkan nama baik dan merusak martabat orangtua dan 
keluarga.
36
 
b. Dampak Pernikahan Dini 
1) Kehamilan Prematur 
 Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang 
berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut 
UNICEF tidak seorangpun gadis pun boleh hamil sebelum usia 
18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap untuk 
melahirkan anak. Ibu muda itu berisiko melahirkan bayi 
premature dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini 
sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan 
risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainya.
37
 
2) Tidak Berpendidikan 
 Hampir bisa dipastikan pengantin kanak-kanak adalah 
generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam 
level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan 
tidak sedikit pula ia menapaki jenjang perkawinan. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis 
                                               
       36 Mudzakaroh Al-Azhar, Tentang Perkawinan di Bawah umur,  (Jakarta: Agustus, 1985), 
hlm. 62. 
       37 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage), (Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 80. 
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di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya 
menikah dini.
38
 
3) Kekerasan Rumah Tangga 
 Gadis-gadis muda yang dikawinkan di usia dini lazimnya 
bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. 
Akibat margin usia yang sangat lebar inilah hamper selalu 
muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual di 
antara keduanya. Model perkawinan dengan selisih usia terpaut 
jauh itu pada giliranya sering menghadirkan “mimpi buruk” 
bagi pengantin perempuan di mana mereka mengalami 
kekerasan (Abuse and Violence) dalam kehidupan rumah 
tangganya. 
4) Pertumbuhan Penduduk 
 Pernikahan usia dini juga dapat memberikan dampak yang 
cukup buruk untuk pertumbuhan dan perkembangan jumlah 
penduduk di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa 
Indonesia masuk dalam peningkatan ke- 4 sedunia sebagai 
negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dengan pesatnya 
pertumbuhan dan perkembangan kependudukan di Indonesia, 
pemerintah mulai mengambil sikap dengan mencanangkan 
progam keluarga berencana. 
 
                                               
       38 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak...,hlm. 87. 
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5)  Kematian Ibu 
 Risiko kesehatan pada ibu yang muda usia tidak kalah 
besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang 
berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses 
persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan 
yang berujung pada kematian merupakan faktor paling 
dominan dalam kematian gadis antara usia 15- 19 tahun di 
seantero dunia.
39
 
6) Tidak Berpendidikan 
 Hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah 
generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam 
level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan 
tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan 
dasar. 
7) Rentan Terjadi Perceraian 
 Usia remaja memang cenderung belum matang untuk 
memasuki perkawinan, karena usia remaja tersebut dinilai 
belum matang secara psikologis dan cenderung rentan terhadap 
konflik, sehingga dari situlah mudah untuk bercerai. 
 
 
 
                                               
39 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak, hlm. 80. 
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B. Mas{lah}ah 
1. Pengertian Mas{lah}ah 
 Secara bahasa, kata Mas}lah}ah berasal dari bahasa arab dan telah 
dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat,” yang 
berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan 
atau menolak kerusakan. Secara bahasa, kata mas}lah}ah berasal dari 
kata s{aluha-yas{luhu-s{ala>h}}an :  حلص–  حلَي–  ًحلاص  artinya sesuatu 
yang baik, damai, patut dan bermanfaat. 
 Secara terminologis, mas}lah}ah menurut Al-Gazali adalah 
memelihara dan mewujudkan tujuan syara‟ yang berupa memelihara 
agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Bahwa setiap 
sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal 
tersebut dikualifikasi sebagai mas}lah}ah , sebaliknya setiap sesuatu 
yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai 
sebagai mafsadah, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang 
demikian dikualifikasi sebagai mas}lah}ah.40 
 Pengertian mas}lah}ah juga dikemukakan oleh „Izz al-Din „Abd 
Salam, bahwa mas}lah}ah itu identik dengan kebaikan, kebermanfaatan, 
dan kebaikan.
41
 Menurut al-Tufi dalam arti urf, mas}lah}ah adalah sebab 
yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan 
                                               
      40 Al-Gazali, Al-Mustasfa min „Ilm al-Ushu, (Beirut: Mu‟assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-1. 
      41 „Izz al-Din ibn Abd Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi Masalih al-An‟am, (Cairo: Maktabah 
Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1. 
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yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang 
dalam arti syar‟i mas}lah}ah adalah sebab yang membawa kepada tujuan 
syar‟i baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya 
mas}lah}ah masuk dalam cakupan maqa>s}id syari’ah. 
 Dalam konteks kajian ushul fiqh , kata tersebut menjadi sebuah 
istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syar‟i 
dalam penetapan hukum bagi hamba-hamban-Nya, yang mencakup 
tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 
kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya 
seseorang dari kelima kepentingan tersebut” 
2. Kehujjahan Mas}lah{ah 
 Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara‟ dalam 
menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak 
langsung dengan 5 prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu 
agama, jiwa,akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat 
kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada 5 hal tersebut.
42
 
 Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama ushul fiqih 
membuat ketegorisasi mas}lah}ah  menjadi 2 tingkatan :43 
a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 
mas}lah}ah ada 3 macam : 
1) Mas}lah}ah D}aru>riyyat 
                                               
      42 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 327-332. 
      43 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah,2011), hlm. 129. 
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 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan 
manusia di dunia, sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan 
hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama 
kelima jenis mas}lah}ah yang meliputi hifz} ad-din (memelihara 
agama), hifz} an-nafs (memelihara Jiwa), hifz} al-‘aql 
(memelihara akal), hifz} an-nasb (memelihara nasab), hifz} al-
maal (memelihara harta). 
 Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada 
keberadaan 5 prinsip tersebut adalah baik atau mas}lah}ah dalam 
tingkat d}aru>riyyat. Karena itu Allah memerintahkan manusia 
melakukan usaha bagi pemeliharaan kebutuhan pokok tersebut, 
segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada 
atau rusaknya satu di antara 5 unsur pokok tersebut adalah 
buruk, karena itu Allah melarangnya. 
2) Mas}lah}ah H}ajiyya>t 
 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan 
kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. 
mas}lah}ah h}ajiyyat juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan 
manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 
5 unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang 
bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh mas}lah}ah h}ajiyyat 
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adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan 
untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna 
akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. 
 Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan 
berdampak pada pengurangan atau perusakan 5 unsur pokok, 
seperti : menghina agama berdampak pemeliharaan agama, 
mogok makan berdampak pada pemeliharaan jiwa. 
3) Mas}lah}ah Tahsi>niyyat 
 Adalah mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan 
dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan 
kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. 
b. Dari segi pengakuan syar‟i  
1) Mas}lah}ah Mu’tabarah 
 Yakni mas}lah}ah yang diakui secara eksplisit oleh syara‟ 
dan ditunjukkan oleh dalil (nas}) yang spesifik. Disepakati para 
ulama bahwa jenis mas}lah}ah ini merupakan h}ujjah syar’iyyah 
yang valid dan otentik. Bentuk dari penerapan jenis mas}lah}ah 
ini adalah penerapan qiyas.  
 Sebagai contoh di dalam Surat Al-Baqarah : 222 terdapat 
norma bahwa istri yang sedang menstruasi tidak boleh 
disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya 
penyakit yang ditimbulkan, bagaimanakah dengan istri yang 
nifas ? bolehkan disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini 
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dapat diaplikasikan qiyas, yakni qiyas kasus istri yang sedang 
nifas kepada kasus istri yang menstruasi tersebut. 
Konsekuensinya si istri itu haram disetubuhi oleh suaminya 
karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 
Dengan disebut secara eksplisit oleh nash syara‟ maka 
mas}lah}ah yang dikehendaki oleh aplikasi qiyas tersebut 
merupakan mas}lah}ah mu’tabarah.44 
2) Mas}lah}ah al-Mulgah 
 Yakni mas}lah}ah yang tidak diakui oleh syara‟, bahkan 
ditolak dan dianggap batil oleh syara‟. Sebagai contoh opini 
hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus 
sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan. 
Dengan mengacu kepada dasar semangat kesetaraan gender, 
dasar pikiran demikian memang bermuatan mas}lah}ah tetapi 
dinamakan al-mas}lah}ah al-mulgah.45 
3) Mas}lah}ah al-Mursalah 
 yakni mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit oleh 
syara‟ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara‟, 
tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah 
hukum yang universal. Sebagai contoh kebijakan hukum 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan 
                                               
       44 Wahbah al-Zuhaili, Us}hul Fikih al-Islamiy, Juz ke-2, hlm. 452. 
       45 Ibid.  
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demikian tidak diakui oleh syara‟ akan tetapi justru sejalan 
secara substantif dengan kaidah hukum yang universal yakni 
tas}arruf al-ima>m ‘ala al-raiyyah manu>tun bil mas}lah}ah . 
dengan demikian kebijakan tersebut mempunyai landasan 
syar‟iyyah yakni mas}lah}ah mursalah.  
3. Perbedaan Pendapat Ulama mengenai Mas}lah}ah 
 Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan 
nash-nash syara‟, para ahli fiqh (fuqaha) terbagi dalam 3 golongan.46 
 Golongan pertama, berpegang teguh kepada ketentuan nash. 
Golongan ini memahami nash hanya dari segi lahiriyahnya semata 
(tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya mas}lah}at dibalik 
suatu nash. Mereka dikenal dengan julukan z}a>hiri>yyah yang tidak mau 
menerima dalil qiyas. Karena itu mereka menyatakan dengan tegas 
bahwa tidak ada mas}lah}ah kecuali yang disebut oleh nash, dan tidak 
perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash. 
 Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari nash yang diketahui 
tuuannya dari „illat. Karenanya mereka meng qiyaskan setiap kasus 
yang jelas mengandung suatu mas}lah}ah dengan kasus lain yang jelas 
ada ketetapan nashnya dalam mas}lah}ah tersebut. Meskipun demikian 
mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu mas{lah}ah kecuali apabila 
didukung oleh adanya bukti dari dalil khas. Sehingga tidak tercampur 
aduk antara sesuatu yang dianggap mas}lah}ah, karena dorongan hawa 
                                               
      46 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426-427. 
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nafsu dengan mas}lah}ah yang hakiki. Dengan demikian tidak ada 
mas}lah}ah yang dipandang mu‟tabarah (dapat diterima) kecuali apabila 
dikuatkan oleh nash khas atau sumber hukum pokok yang khas. Dan 
pada umumnya yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu 
mas}lah}ah ialah illat qiyas. 
 Golongan ketiga, menetapkan suatu mas}lah}ah harus ditempatkan 
pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu 
dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, 
keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung 
oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut qiyas, tapi 
sebagai dalil berdiri sendiri yang dinamakan mas}lah}ah mursalah.  
 Jumhur Fuqaha sepakat bahwa mas}lah}ah dapat diterima dalam fiqh 
Islam, dan setiap mas}lah}ah wajib diambil sebagai sumber hukum 
selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu 
dan tidak bertentangan dengan nash serta maqashid syari‟ah. 
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BAB III 
FATWA MUI No.07 TAHUN 2009 TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DAN 
DASAR PENETAPANNYA 
 
A. Profil MUI 
1. Sejarah Berdirinya MUI 
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, 
zu‟ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan 
mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri 
pada tanggal, 17 Rajab 1339 Hijriyah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 
Indonesia.
1
 
 MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama. 
Cendekiawan dan zu‟ama,yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain 
meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia 
pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam 
tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, 
Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari 
dinas rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI 
serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari 
musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk 
wadah tempat musyawarah para ulama, zu‟ama, dan cendekiawan muslim, yang 
tertuang dalam sebuah Piagam berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh 
peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama 1.
2
 
 Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada 
pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa
                                               
       1 “Profil MUI” dikutip dari mui.or.id. diakses tanggal  9 februari 2019, Jam 15.20 WIB. 
      2 Ibid. 
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 telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli 
terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama 25 tahun, Majelis Ulama 
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama, dan cendekiawan 
muslim berusaha untuk : 
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam 
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah. 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat 
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal 
balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan 
nasional. 
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam 
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan 
kepada msyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi 
dan informasi secara timbal balik. 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 
yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam 
melalui aktualisasi potensi Ulama, zu‟ama, dan Cendekiawan Muslim untuk 
kejayaan Islam dan umat Islam guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat di 
tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya. 
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b. Misi 
1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif 
dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah h}asanah) , sehingga 
mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan 
memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. 
2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi munkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 
(khaira al-ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 
3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 
Kesatuan  Republik Indonesia. 
3
 
3. Orientasi dan Peran 
a. Orientasi  
 Majelis Ulama Indonesia mempunyai 9 orientasi perkhidmatan yaitu : 
1) Di>niyyah   
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mendasari semua langkah dan kegiatanya pada nilai dan ajaran Islam yang 
kaffah. 
2) Irsya>diyyah   
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal 
irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta 
melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. 
Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan 
dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. 
                                               
       3 “Pedoman Dasar MUI Hasil MUNAS 2015” (Jakarta: MUI Pusat, 2015), hlm. 7. 
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3) Ija>biyyah   
 Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan ija>biyyah yang 
senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang di 
hadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat 
berlomba dalam kebaikan (fastabiqu> al-khaira>t)  
4) Hurriyah   
 Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independen 
yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh 
pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, 
pandangan dan pendapat. 
5) Ta’a>wuniyyah 
 Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan 
dalam membela kaum dhu‟afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta 
derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar 
persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Isla>miyyah)  
6) Syu>rriyah 
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui 
pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai 
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 
7) Tasa>muh 
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-
masalah khilafiyah. 
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8) Qudwah 
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan 
yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 
9) Duwa>liyyah 
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 
menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 
memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran islam. 
b. Peran 
 Berdasarkan jati diri ulama sebagai waras|atu al-anbiya> maka Majelis 
Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai berikut : 
1) Sebagai ahli waris tugas para Nabi (waras|at al-anbiya>) 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para 
Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya 
suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. 
Sebagai waras|atu al-anbiya> (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis 
Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni 
memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, 
walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan 
ancaman karena perjuanganya bertentangan dengan sebagian tradisi, 
budaya, dan peradaban manusia. 
2) Sebagai Pemberi Fatwa (mufti) 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat 
Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa 
Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat 
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Islam yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi 
keagamaanya. 
3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa khadim al ummah) 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al 
ummah) , yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, 
aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia 
senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun 
tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, 
Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela 
dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubunganya dengan 
pemerintah. 
4) Sebagai Penegak Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar 
ma‟ruf dan nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai 
kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan 
istiqamah. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia juga merupakan 
wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang 
senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan 
bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi 
masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah). 
5) Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu 
gerakan pemurnian (tas}fiyah) dan dinamisasi (tat}wir) pemikiran Islam. 
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6) Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Is}lah al Ummah) 
 Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat 
yang meliputi : 
a) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang 
terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat 
menempuh jalan al-jam’u wat taufi >q (kompromi dan persesuaian) 
dan Tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). dengan demikian 
diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di 
kalangan umat Islam Indonesia. 
b) Sebagai pelopor perbaikan umat (Is}lah al ummah) dengan cara: 
(1) Membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al 
ummah), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak 
(2) Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyyah 
al ummah)  
(3) Berusaha terus menerus menyatukan umat (tauhid al 
ummah). 
7) Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat (Qiya>dah al ummah) 
 Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut 
bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa terutama 
dalam hal : 
a) Terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama 
b) Perbaikan akhlak bangsa dan 
c) Pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.  
63 
 
 
 
Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan 
umat secara kelembagaan. 
4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa MUI4 
Yang termasuk dalam kewenangan dan wilayah fatwa MUI diantaranya : 
a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-maslaah syariah secara 
umum, baik dalam bidang aqidah, ibadah, maupun akhlak dengan senantiasa 
menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh 
umat Islam di Indonesia. 
b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan 
seperti tersebut pada nomor satu yang menyangkut umat Islam Indonesia 
secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga 
dapat meluas ke daerah lain. 
c.  Terdapat masalah yang telah ada fatwa MUI , Majelis Ulama Indonesia 
Daerah hanya berhak melaksanakannya. 
d. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 
tiga tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang 
berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. 
e. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. 
f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum 
menetapkan fatwa, MUI daerah diharapkan terlebih dahulu menetapkan 
konsultasi dengan MUI. 
 
 
 
                                               
       4 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), hlm. 5. 
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B. Fatwa MUI Tahun 2009 Tentang Pernikahan Usia Dini 
1. Latar Belakang Fatwa 
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan dini ini dikeluarkan tahun 
2009, dilihat dari waktu putusan memang sudah tergolong lama akan tetapi 
putusan fatwa tersebut menarik diteliti sebab kasus tersebut tergolong ada terus. 
Sebelum dikemukakan lebih jauh isi fatwa, terlebih dahulu dijelaskan tentang latar 
belakang munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan dini. 
 Putusan tersebut muncul seiring dengan munculnya kasus yang heboh ketika 
muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha yakni Pujiono Cahyo Widianto 
warga desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, yang menikahi 
anak di bawah umur yaitu Lutfiana Ulfa (12 tahun), bocah yang baru lulus dari 
sekolah dasar (SD) pada 8 Agustus 2008 yang secara agama akan menjadi istri 
Pujiono. Pujiono yang berusia 43 tahun sendiri dikenal sebagai pengusaha sukses 
yang juga memiliki pondok pesantren Miftakhul Jannah, setiap tahunnya ia selalu 
membagi-bagikan zakat. bahkan Ramadhan 2008 pujiono membagikan zakat 
sebanyak 1,3 Milyar. Dilihat dari sisi ekonomi jelas Pujiono merupakan orang 
sangat mampu.
5
 
 Pujiono, pengusaha yang hobi mengkoleksi mobil mewah mulai dari BMW 
hinggal mobil sport ini tidak diragukan lagi akan dapat menghidupi kedua istri dan 
keluarganya secara layak. Bahkan untuk istri keduanya (Ulfa) ia akan 
menjadikannya sebagai general manager salah satu perusahaanya yang bergerak di 
bidang pembuatan kaligrafi kuningan. Kondisi ekonomi yang berlebih itu, 
menjadikan sosok Pujiono sebagai tokoh masyarakat, dengan kebiasaannya yang 
menggunakan pakaian serba putih dan berkalung tasbih ini pula yang 
                                               
      5 Dikutip dari http://antaranews.com/berita/127708/belajar-dari-kasus-syekh-puji , diakses 12 Juni 2019, 
Pukul 06.05 WIB. 
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menyebabkan Pujiono biasa dipanggil dengan sebutan Syekh Puji oleh warga 
sekitar. Padahal akunya ia bukan Ulama, sebutan itu hanya panggilan saja. 
 Tak ayal pernikahan Syekh Puji dengan istri keduanya yang masih bocah itu 
memunculkan pro kontra di masyarakat, sebagian pihak menilai bahwa 
pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan 
memenuhi syarat-syarat pernikahan sah menurut hukum Islam. Namun pihak lain 
berpendapat Syekh Puji dianggap telah melanggar hukum positif UU Perkawinan 
yang mengatur batas usia menikah untuk anak perempuan yaitu 16 tahun, sikap 
kontra terhadap pernikahan ini muncul dari banyak pihak mulai dari Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteri Agama, Komnas HAM, sejumlah 
LSM yang tergabung dalam jaringan Perempuan dan Anak (JPPA) dan MUI yang 
akan kita bahas di penelitian ini. 
 Mereka yang kontra ini menilai bahwa Syekh Puji harus dimeja hijaukan 
karena telah menikahi anak di bawah umur. Bahkan KPAI meminta agar Syekh 
Puji menceraikan Ulfa. Tuntutan dari sejumlah pihak tersebut hingga menyeret 
Syekh Puji menjadi saksi untuk dimintai keterangan di Polwitabes Semarang 
karena dilaporkan oleh JPPA dengan dakwaan telah melanggar UU perlindungan 
anak. Tuntutan-tuntutan tersebut didasarkan pada alasan agar Ulfa dapat 
merasakan masa anak-anak dan meneruskan sekolahnya. 
 Dari sini muncul diskusi publik mengenai hukum pernikahan dini. Banyak 
pertanyaan dari masyarakat tentang status hukumnya menurut Islam tentang 
pernikahan dini. Maka dari itu pihak MUI merespon dengan menetapkan beberapa 
poin tentang hukum pernikahan dini, yaitu :
6
 
                                               
       6 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009  
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a) Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan 
secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan 
menerima hak (ahliyah al-ada>’ wa al-wuju>b) , sebagai ketentuan sinn al- rusyd 
b) Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan 
rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mud}arat. 
c) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan 
pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat 
serta jaminan keamanan bagi kehamilan. 
d) Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada 
standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 
sebagai pedoman. 
  Selain putusan tersebut Majelis Ulama Indonesia juga memberikan 
beberapa rekomendasi tentang pernikahan dini, yaitu : 
a) Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-
hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, pemerintah 
diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. 
b) Pemerintah,Ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi 
tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki-laki 
maupun perempuan. 
c) Ketentuan Perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fiqih 
Islam mengenai pernikahan, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan perlu disinkronisasi. 
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2. Dasar Penetapan Fatwa MUI 
a. Dalil Al-Qur‟an dan Hadits 
 Dalil Al-qur‟an yang digunakan Majelis Ulama Indonesia ada 3, yang 
pertama ayat tentang perintah untuk menguji anak yatim hingga anak tersebut 
cukup umur untuk menikah. Dalam QS. An-Nisa‟ : 6 : 
 َُلاَوَْمأ ْمِهَْيِلإ اوُع َفْداَف اًدْشُر ْمُه ْ نِم ْمُت ْ ي َتآ ْنِإَف َحاَكِّنلا ْاوُغَل َب اَذإ ىتََّح ىَماَت َيْلا اْوُل َت ْْباَو ُْ َْأ ََ َو ْم اَىوُل
 وُر َبْكَي َْنأ ًراَدِبَو اًفَارْسِإ ْمُتْع َفَد اَذِإَف ِفوُرْعَمْلِبِ ْل ُْ ْأَيْل َف ًار ْ يِقَف َنا َْ  ْنَمَو ْفِفْع َتْسَيْل َف اًّيِنَغ َنا َْ  ْنَمَو ْا
                            اًب ْ يِسَح ِىللَِّبِ ىَف َْ  ْمِهْيَلَع اْوُدِهْشَأَف ُْمَلاَوَْمأ ْمِهَْيلإ                       
Artinya : 
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 
tergesa-gesa (membelanjakanya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa 
(diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah 
ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan 
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang 
penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 
persaksian itu).
7
 
 
 Selanjutnya MUI merujuk dalam QS. Al-Thalaq : 4 yang mengatur 
tentang masa iddah perempuan, yang bunyinya adalah : 
يِئ ىلَّلاَو  َنْضَِيَ َْلَ يِئ ىلَّلاو ٍرُهْشَأ َُةث ىلََّث ىنُه ُت ىدِعَف ْمُت ْ ب َتْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِّن ْنِم ِضْيِحَمْلا َنِم َنْسَِئي
ا ِقىت َي ْنَمَو ىنُهُلَجَأ ِلَاْحَْْلْا ُتََ ُوأَو                                     ًارْسُي ِِهرَْمأ ْنِم ُوَل ْلَعَْيَ َىللَّ  
 
                                               
       7 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 
1971). hlm. 115. 
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Artinya : 
Dan Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandunganya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
8
 
 
 Dan yang terakhir MUI merujuk pada QS. An-Nuur : 32 yang 
membahas tentang perintah kepada wali agar menikahkan wanita yang telah 
layak untuk menikah. Adapun bunyinya yakni : 
         ْمُكِئاَمإَو ْم ُْ ِداَبِع ْنِم َْيِِْلِا ىصلاَو ْمُكْنِم ىَمَيََلأْلا اوُحِكَْنأَو                                
Artinya : 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
9 
  
 Pengertian “ayaamaa” dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak 
memiliki suami. Menggunakan sighat umum, mencakup dewasa maupun 
anak-anak. 
 Selain dalil Al-Qur‟an, MUI juga merujuk beberapa dalil hadits 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم . hadits tersebut nantinya akan menjadi penjelas dari ketentuan 
ayat Al-Qur‟an diatas. Hadits pertama yakni tentang pernikahan „Aisyah pada 
usia 6 tahun dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم : 
                                               
       8 Ibid.. hlm. 946.  
       9 Ibid.. hlm. 549.  
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 ِنْب ِماَشِى ْنَع ََةيِواَعُم ُوَبأ َنََر َبْخَأ َيََْيَ ُنْب َيََْيَ اَن َث ىدَحَو  ىدَحَو َةَوْرُع ُظْفىللاَو ٍْيُْنُ ُنْبا اَن َث  اَن َث ىدَح ُوَل
 ُّبِىنلا ِنَِجىوَز َت ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ِوِْيَبأ ْنَع ٍماَشِى ْنَع َناَمْيَلُس ُنْبا َوُى ُةَدْبَعصلى الله عليه وسلم  ُتِْنب َنََأَو  ِّتِس
                                            )ملسلما هاور(  َْيِْنِس ِعْسِت ُتِْنب َنَأَو بِ َنَ َبَو َْيِْنِس 
Artinya :- 
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin yahya telah mengabarkan 
keapda kami Abu Mu‟awiyah dari Hisyam bin Urwah. Dan diriwayatkan dari 
jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafaznya 
dari dia, telah menceritakan kepada kami „Abdah yaitu Sulaiman dari Hisyam 
dari ayahnya dari „Aisyah dia berkata : “Nabi صلى الله عليه وسلم menikahiku ketika saya 
berumur 6 tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga 
denganku) ketika saya berumur 9 tahun” (HR.Muslim).10  
  
 Selanjutnya Hadits tentang anjuran Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk menikah bagi 
yang telah mampu, yang bunyinya adalah : 
  َْحْىرلا ِدْبَع ْنع َُةرَمُع ِنَِث ىدَح َلاَق ُشَمْعَلْا اَن َث ىدَح بَِأ اَن َث ىدَح ٍثاَيِغ ِنْب ِصْفَح ُنْب ُرَمُع اَن َث ىدَح ِن 
  بِىنلا َعَم اىن ُْ  ِىللَّاُدْبَع َلاَق َف ِىللَّا ِدْبَع ىَلَع ِدَوْسَلْاَو َةَمَقْلَع َعَم ُتْلَخَد َلاَق َدِيَزي ِنْبصلى الله عليه وسلم  ًبِاَبَش  
 ِباَب ىشلا َرَشْعَمَيَ صلى الله عليه وسلم ِىللَّا ُلوُسَر اََنل َلاَق َف اًئ ْ يَش ُد َِنََ   َم ِن  َتسا َط َعا  ْا َبل َءا َة  َياف َت َز ىو ْج  ِإف ىن ُو  َأ َغ ُّض  
 ِل ْل َب َص ِرا  َو َأ ْح َص ُن  ِل ْل َف ْر ِج  َلَ نمو َي ْس َت ِط ْع  ىصلبِ ويلعف ِمو  ِو ول ونإف َج ُايراخبلا هاور( ء              )  
Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah 
menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepadaku Umarah 
dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata ; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah 
menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah 
berada bersama Nabi صلى الله عليه وسلم . Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم 
bersabda kepada kami: “ Wahai sekalian pemuda,Barangsiapa diantara 
kalian  telah memiliki kemampuan, maka hendaknya segera menikah karena 
                                               
       10 Wahyuni Shifatur Rahmah, Mengkritisi Hadits-Hadits Tentang Usia Pernikahan „Aisyah, Jurnal 
Musa>wa, (Yogyakarta), Vol. 8 Nomor 2, Juli 2009.  
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menikah dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga 
kemaluan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab 
hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR.Bukhori)11 
 
b. Kaidah Fiqhiyyah 
 Dalil berikutnya yang dipakai Majelis Ulama Indonesia yakni kaidah 
fiqih dalam Qawaid Al-Ahkam fi Mas}alih Al-Anam yang berbunyi :
12
 
 ِل ْل َو َس ِئا ِل  َأ ْح َكا ُم  ْلا َقم ِصا ِد  َف َولا ِس ْي َل ُة  َلإ  َأ ْف َض ِل  ْلا َم َق ِصا ِد  َيى  ْفأ َض ُل  ْلا َو َس ِئا ِل َف...... َم ْن  َو ىف َق ُو  ُالل 
 ِل ْل ُو ُق و ِف  َىلع ت ر ِت ْي ِب  َاف فرع لحاصلما َض ىل َه ِم ا َم ن ُضف و َِل                                         ا  
“Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju, Sarana menuju 
maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama......Barang 
siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan 
niscaya ia tahu hal yang lebih utama” 
 
c. Pandangan Jumhur Ulama dan pendapat Ulama lain. 
 Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pendapat Jumhur Ulama yang 
membolehkan pernikahan usia dini. Akan tetapi MUI juga merujuk pada 
pendapat Ulama yang mengharamkan pernikahan usia dini, sebagaimana yang 
disebutkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham dalam Fathul Bari 
bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa 
praktek nikah Nabi dengan „Aisyah adalah kekhususan buat Nabi صلى الله عليه وسلم . MUI 
juga merujuk pada pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak 
lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang 
masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang 
masih kecil dilarang. 
                                               
       11 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Kitab an-Nikah”, Bab at-Targhib fi an-Nikah, (Cairo: Dar el-Hadith, 
2004), III: 359, Hadist dari „Alqomah 
       12 Abi> Muhammad ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abd al-Sallami, Qawa>id al- Ahka>>m fi Masa>lih al-Ana>m, 
(Al-Azhar: Maktabah al Kulliyat al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55. 
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BAB IV 
 
ANALISIS FATWA MUI NO.07 TAHUN 2009 TENTANG PERNIKAHAN 
USIA DINI DITINJAU DENGAN MAS}LAH}AH  
 
 
A. Analisis Penetapan Dari Fatwa MUI No.07 Tahun 2009 Tentang 
Pernikahan Usia Dini. 
  
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pernikahan Usia dini 
dikeluarkan pada tahun 2009, dilihat berdasarkan waktu putusannya 
memang tergolong lama, namun menjadi menarik untuk di bahas lagi 
mengingat semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini yang terjadi. 
Sekilas tentang sebab dan latar belakang munculnya fatwa MUI Tahun 
2009 tentang pernikahan usia dini ini yakni munculnya kasus pernikahan 
yang menghebohkan antara Pujiono dan Ulfa (12 tahun), pernikahan ini 
menjadi heboh lantaran pelaku adalah seorang yang berpengaruh di 
masyarakat yakni sebagai pemilik pesantren dan menikahi seorang anak 
yang berusia 12 tahun.  
 Tidak berlangsung lama pemberitaan pernikahan tersebut begitu 
cepat menyebar sehingga membuat kehebohan tersendiri di masyarakat, 
dari situ masyarakat menjadi bertanya-tanya tentang status hukumnya 
bagaimana, baru kemudian MUI merespon dengan menetapkan fatwa 
tahun 2009 tersebut, yang akan kami analisis sebagai berikut : 
a. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal 
pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia 
kecakapan berbuat dan menerima hak. 
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Sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam teori, benar bahwa di 
dalam diskursus fikih (Islamic Jurisprudence)  tidak ditemukan kaidah 
yang sifatnya menentukan batas usia nikah, dalam Al-Qur‟an pun juga 
tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang 
untuk melangsungkan pernikahan.
1
 Disisi lain masalah pernikahan 
meerupakan urusan hubungan antar manusia (mu’a>malah) yang oelh 
agama hanya diatur dalam prinsip umum. Tidak adanya ketentuan 
agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat 
dianggap seagai suatu rahmat, kedewasaan untuk menikah termasuk 
masalah ijtiha>diyah.2 
Dasarnya adalah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sendiri menikahi „Aisyah ketika 
ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 
9 tahun. 
 ُّبَِّنلا ِنَِجَّوَز َت ْتَلاق َةَشِئاَع ْنَعصلى الله عليه وسلم  َنَأَو بي َنَ َبَو َْيِْنِس ِّتِس ُتِْنب َنَأَو َْيِْنِس ِ ْْ ِت ُتِْنب 
ْم هاور(         )مل                                                                         
Artinya: 
„Aisyah dia berkata : Nabi صلى الله عليه وسلم menikahiku ketika saya berumur 6 tahun, 
dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika 
saya berumur 9 tahun. (HR.Muslim) 
 
                                               
       1 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage), (Bandung : 
CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11. 
       2  M Ikhsanuddin dan Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak 
dalam Keluarga, Jurnal Al-I’tibar, Vol. 7 Nomor 1, 2018. 
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 Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم tersebut umat Islam 
terpolarisasi menjadi 2 kelompok. Kelompok tradisional menegaskan 
bahwa mempraktikkan model perkawinan seperti itu berarti 
menghidupkan sunnah Nabi, namun kelompok yang lain berpendapat 
bahwa kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu 
merupakan hak khusus (Previliage) bagi Nabi saja. Akan tetapi 
pendapat yang terakhir ini banyak menuai kritik dari fuqaha yang 
sejawat, dasarnya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat maupun 
tabi‟in yang menegaskan bahwa praktik perkawinan Nabi dengan 
„Aisyah itu merupakan kekhususan. 
 Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pernikahan dini itu 
tidak dilarang, hal itu diperkuat dengan pembahasan di kalangan 
mayoritas ulama mazhab yang tidak sampai menyentuh taraf boleh 
atau tidaknya pernikahan dalam usia tersebut. Melainkan  mereka 
cenderung lebih terfokus pada pembahasan seputar batasan Baligh bagi 
seorang anak.  
 Abu Hanifah yang berpendapat usia baligh hingga ia mencapai usia 
18 tahun dan Imam Syafi‟i dan Hambali yang berpendapat fase 
kedewasaan tiba pada kisaran usia 15 tahun. Oleh karena para ulama 
mazhab di atas tidak mempersoalkan pernikahan usia dini itu artinya 
mereka cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan tersebut. 
b. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya 
syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mud}arat. 
74 
 
 
 
 Terkait dengan bunyi fatwa ini menarik untuk dicermati yang 
menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah sah namun diharamkan 
jika mengakibatkan mud}arat. Ini menunjukkan bahwa MUI sejatinya 
juga membolehkan pernikahan pada usia tersebut, akan tetapi dengan 
batasan jika tidak menimbulkan mud}arat. Memang kalau kita lihat 
dalam Islam dapat kita ketahui bahwa jumhur fuqaha sepakat bahwa 
pernikahan yang dilakukan orang yang dipandang masih dini tetap sah, 
dengan syarat bahwa rukun dan syarat sah nikah dipenuhi dengan baik. 
Rukun-rukun pernikahan diantaranya : 
1) Calon Suami atau calon mempelai laki-laki 
Calon suami adalah seorang laki-laki yang berakal atau tidak cacat 
mental, beragam Islam. Baligh , dan Mumaziz. 
2) Wali nikah 
Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut jumhur Ulama 
hukumnya wajib. Demikian pula dalam Pasal 19 KHI mengatur 
bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. 
3) Saksi 
Kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib karena merupakan 
salah satu rukun nikah. Tugas dari saksi dalam pernikahan adalah 
menyaksikan langsung prosesi pernikahan dan mensahkan atau 
tidaknya perkawinan tersebut. KHI mengatur mengenai saksi 
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dalam nikah yakni dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), “Saksi dalam 
perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah. 
Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Pasal 
tersebut menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam akad nikah 
hukumnya wajib, serta jumlah saksi adalah dua orang. 
4) Ijab Qabul 
Akad nikah adalah proses ritual pernikahan yang paling inti yaitu 
merupakan Ijab yang diucapkan oleh wali yang menikahkannya, 
dan Qabul yaitu jawaban yang diucapkan mempelai pria atas Ijab 
dari wali tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi. 
5) Mahar 
Mahar adalah harta, benda dan jasa yang disyaratkan oleh 
mempelai wanita kepada calon suaminya untuk dipenuhi atau 
diberikan kepada mempelai wanita pada saat ijab qabul dalam 
pernikahan. Mahar dalam Islam hukumnya wajib dipenuhi sebagai 
suatu pemberian khusus kepada mempelai wanita atau calon 
istrinya. KHI dalam pasal 30 mengatur sebagai berikut “Calon 
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua 
belah pihak”.  
 Syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yang 
harus dipenuhi dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 
a. Syarat Materil 
76 
 
 
 
Syarat ini merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi 
oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan 
syarat ini berlaku umum bagi siapapun. Syarat ini meliputi : 
1) Persetujuan bebas dari kedua belah pihak 
2) Persyaratan izin dari pihak ketiga 
3) Tidak terdapat larangan perkawinan 
b. Syarat Formil 
Syarat formil berkenaan dengan tatacara perkawinan yang 
diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Jo pasal 3-9 
PP No.7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. 
 Dengan terpenuhinya semua unsur itu maka nikah 
dipandang sah meskipun tergolong masih usia dini. Adapun 
menjadi haram ketika ada unsur mud}arat. Pengharaman tersebut 
tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan (mas}lahat) bagi para 
pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berikut : 
ساَفلما ءرد                                                 لحاصلما بلج ىلع مدقم د  
“Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat”3 
                                                                          ُلازي ررضلا 
“Kemudharatan itu harus dihilangkan”4 
                                               
       3 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage), (Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 114. 
       4 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 138. 
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 Namun demikian, pernikahan di usia dini tidak bisa dilarang secara 
mutlak hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan 
dampak negatif, harus dilihat dahulu mafsadat dan maslahat atas 
pertimbangan da}ru>ryiyah, H}ajjiyah, dan Tah}si>niyyah. Dalam tingkatan 
D}aruriyyah tentu saja harus didahulukan dari h}ajjiyah dan tah}si>niyyah. 
Karena itu, dalam kasus tertentu pernikahan usia dini bisa saja menjadi 
pilihan terbaik dan harus dilakukan saat diyakini secara pasti untuk 
menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual 
di luar nikah (hifz} al-nasl). Meskipun begitu jika dalam 
pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain, namun 
mafsadat tersebut tidak sampai pada tingkat d}aruri sedangkan menjaga 
kemaluan dari perzinaan adalah bersifat d}aruri tetap harus di 
dahulukan yang d}aruri sehingga hifz} al-nasl dapat terjaga dengan baik. 
akan tetapi jika tidak ada kondisi yang mendesak atau alasan d}aruri 
maka pernikahan usia dini harus dihindari.  
 Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan bukan hanya itu saja 
masih ada prinsip hidup lain untuk memelihara maqa>s}id . seperti 
halnya anak usia dini belum siap untuk melakukan hubungan seksual, 
terlebih dalam menjalani kehamilan dan melahirkan ia sangat rentan 
dengan berbagai resiko, kehamilan pada usia muda dapat membawa 
akibat yang berbahaya baik bagi ibu muda maupun bayinya.  
 Menurut UNICEF tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum 
usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap untuk 
78 
 
 
 
melahirkan anak.
5
 Ibu muda juga berisiko melahirkan bayi prematur 
dengan berat badan di bawah rata-rata, hal ini sangat berbahaya bagi 
baya tersebut, risiko kesehatan pada ibu muda juga tidak kalah 
besarnya dibanding bayi yang dikandungnya, resiko meninggal dalam 
proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Kondisi 
semacam ini sangat berisiko pada kematian bayi maupun ibu, dengan 
adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap 
jiwa (hifz} al-nafs). 
 Dari aspek hifz} al-di>n  yakni perlindungan terhadap agama. Suami 
dan istri dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan 
rumah tangga, suami dan istri bertanggung jawab penuh terhadap tugas 
dan peran masing-masing, terlebih ketika mereka sudah punya anak, 
orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan yang baik, mulai dari 
konsep keagamaan, perintah dan larangan agama, ini semua 
membutuhkan ilmu , jadi kurangnya pendidikan agama bagi anak 
berarti akan mengancam h}ifz} al-di>n untuk orang tua. 
 Dengan demikian pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari 
satu nilai saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Akan 
tetapi juga harus dilihat dengan bagaimana menjamin terwujudnya 
maqa>sid lain. Artinya pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan jika 
hanya mempertimbangkan satu tujuan semata dengan mengabaikan 
maqa>s}id yang lain. Semuanya tergantung pada nilai maslahat dan 
                                               
       5 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak...,hlm. 80.  
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mudharat yang ada di dalamnya. Apabila terdapat mudharat di 
dalamnya maka pernikahan usia dini diperbolehkan. Hal ini sesuai 
dengan kaidah fiqiyyah : 
 َرْوُر َّضلاا ُظْخَمْلا ُحْيُِبت ُت                                                           ِتَارْو  
“Kedaruratan itu membolehkan yang terlarang”6 
c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya 
tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan 
bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. 
 Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, 
juga antara mereka bersama masyarakat. Karena itu pernikahan 
membutuhkan kematangan fisik biologis, psikologis, dan sosiologis 
dari setiap orang yang menjalaninya. Dengan kematangan kedua pihak 
yang bersangkutan, maka diharapkan dapat mencapai tujuan 
pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga yang tenang, 
bahagia dan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga maqa>s}id atau 
tujuan-tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan baik. 
 Pengertian dewasa itu sendiri menurut KBBI adalah mencapai usia 
akil baligh yaitu bukan anak-anak ataupun remaja lagi.
7
 Sedangkan 
menurut Islam, seseorang baik perempuan maupun laki-laki dikatakan 
                                               
       6 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh I dan II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 
138. 
       7 Dikutip dari http://kbbi.kemdikbud.go.id/ , diakses 13 maret 2019 Jam 13.20 WIB 
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dewasa atau baligh apabila seseorang tersebut sudah mengalami haid 
bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. 
 Orang yang telah dewasa, fisik dan mental belum tentu dapat 
membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi 
orang yang belum dewasa, secara rasional dapat disimpulkan bahwa 
kedewasaaan merupakan persoalan yang amat penting dalam 
perkawinan serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah 
tangga. 
 Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu 
menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan karena hanya 
seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatanya dianggap dapat 
dipertanggungjawabkan secara sempurna.
8
 Hal ini dapat kita lihat dari 
beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada 
perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. 
Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa 
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap 
bertindak. Cakap bertindak itu erat hubungannya dengan makna 
kedewasaan. 
 Dalam lapangan ilmu hukum, kedewasaan dapat menentukan 
keabsahan dari suatu perbuatan hukum, seseorang yang belum dewasa 
dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri 
                                               
       8 M.Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan,” Al-HUKAMA (The Indonesian 
Journal of Islamic Family Law),Vol. 06 Nomor 02, 2016, hlm. 322. 
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dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh 
orang tua/ walinya. 
 Keanekaragaman pendapat dalam menentukan batas usia dewasa 
disebabkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara 
akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan 
perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, 
namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan 
sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai 
tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat 
kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, 
bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai 
dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, 
karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.
9
 
Dimaksudkan juga dengan adanya faktor kedewasaan ini adalah untuk 
menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul dari 
pernikahan yang usianya masih terlalu muda.   
d. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan 
dikembalikan kepada standarisasi usia pernikahan sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan sebagai pedoman. 
 Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa untuk mencapai 
kemaslahatan dikembalikan kepada hukum positif yakni Undang 
                                               
       9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009). 
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Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan 
hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 
wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan pengembalian 
standarisasi usia perkawinan tersebut kepada hukum positif karena 
dinilai ada maslahat sesuai dengan kaidah Fiqiyyah : 
                                                       ةحلصلمبا ٌطونم مامِلإا فّرصت 
“kebijakan pemerintah itu harus mengacu pada kemaslahatan” 
 Dengan adanya kebijakan MUI dimana nilai kemaslahatan 
dikembalikan lagi kepada standarisasi usia perkawinan sebagaimana 
yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan adalah menunjukkan 
bahwa sejatinya MUI mendukung akan hal tersebut dan tidak 
mempersoalkannya. 
 Selain putusan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga 
memberikan beberapa rekomendasi yaitu : 
1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak 
pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah 
pernikahan, pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan 
sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. 
2. Pemerintah, ulama dan masyarakat diminta untuk memberikan 
sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calom 
mempelai baik laki-laki maupun perempuan. 
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3. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan 
ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan dan tidak sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
perlu disinkronisasi. 
B. Analisis Mas}lah}ah  Fatwa MUI Tahun 2009 Tentang Pernikahan Usia 
Dini 
 Terkait dengan pernikahan usia dini dalil-dalil yang berkaitan 
dengan persoalan tersebut hanya dibatasi pada 2 dalil umum yakni dalil 
tentang tujuan menikah dan hikmah pernikahan. diantaranya adalah dalam 
QS. Ar-ruum : 21 
 ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ آوُنُك ْْ َِّتل اًجاَوَْزأ ْمُك َْ ُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ َْنأ ِِوتَيَاَء ْنِمَو َّنإ ,ًَةْحَْرَو ًةَّدَوَم
.َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَقِل ِتيََلأ َكِلاَذ فِ                                                             
      
 
Artinya : 
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.
10
 
Qs. Adz-Dzariat : 72 
 ِّلُك ْنِمَو                             َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش  
Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah.
11 
                                               
       10 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971)., hlm. 644. 
       11 Ibid..hlm. 862. 
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Lebih tegas lagi ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa Nikah adalah 
Sunnahku. Sebagaimana sabdanya : 
        ْ ِّنِِم َسْيَل َف ِْتَِّن ُْ ِب ْلَمْع َي َْلَ ْنَمَف ِْتَِّنُس ْنِم ُحاَك
ِّنلا                                    
“Menikah adalah Sunnahku , Barangsiapa yang enggan melaksanakan 
sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”12 
 
 Berangkat dari dalil-dalil diatas, jelas bahwa Pernikahan adalah hal yang 
disyariatkan yang mesti dilaksanakan oleh manusia, karena pernikahan 
memiliki banyak tujuan yang bermanfaat untuk manusia sendiri 
diantaranya, adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk 
berketurunan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta 
bentuk peribadahan kepada Tuhannya. 
 Mengingat bahwa pernikahan dalam Islam adalah suatu acara yang 
sakral dan suci maka hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah layak 
dan mampu untuk menikah, yakni mampu dalam menjalankan hak-hak dan 
kewajiban yang dibebankan kepada keduanya dalam berumah tangga. 
Sebab dengan kematangan kedua belah pihak yang menikah diharapkan 
akan mudah mencapai tujuan pernikahan. Lain halnya dengan pernikahan 
usia dini, nyatanya praktek pernikahan usia dini tidak sedikit yang 
menimbulkan muda}rat . Menurut pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang 
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana (BKKBN), Dwi Listyawardani, Proses awalnya 
                                               
       12 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Silsilah Ash-Shahiihah,(Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif), 
no,2383, Hadits dari „Aisyah 
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terjadi perceraian karena banyaknya pasangan yang menikah muda 
sehingga belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarganya dengan 
baik.
13
  
 Dilihat dari aspek kesehatan menikah dini berdampak negatif bagi 
kesehatan reproduksi perempuan, menurut dr.UF Bagazi, S.pOG, 
kehamilan pada masa remaja sebaiknya dihindari karena menimbulkan 
banyak sekali efek negatif, tidak hanya menyangkut kesehatan tubuh saja, 
tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologinya.
14
 Lebih lanjut beliau 
menjelaskan seorang wanita dianggap sehat dan siap untuk hamil saat 
mereka telah berusia 24 tahun, pada usia inilah seluruh organ reproduksi 
maupun kesehatan psikologi mereka telah siap secara keseluruhan. 
 Dari aspek psikologis pernikahan dini ini juga membawa dampak 
yangg kurang baik bagi keharmonisan keluarga. Hal ini terjadi 
dikarenakan masih labilnya emosi dari masing-masing pihak, pemikiran 
yang belum matang, karena dalam hal ini masih susah dilakukan oleh 
pelaku pernikahan dini yang usianya masih menuju ke jenjang dewasa atau 
dengan kata lain masih berpola fikir remaja yang masih ingin bersenang-
senang dahulu.
15
 
                                               
       13 Dikutip dari http://megapolitan.kompas.com/bkkbn-nikah-muda-jadi-faktor-perceraian.  
diakses 22 April 2019 pukul 08.51 WIB. 
       14 Dikutip dari http://lifestyle.okezone.com/1955467/dampak-negatif-menikah-di-usia-dini-
bagi-kesehatan-reproduksi, diakses 22 April 2019 Pukul 09.14 WIB 
      15 Dikutip dari http://kompasiana.com/pernikahan-dini , diakses 12 Juni 2019 Pukul 06.50 
WIB. 
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 Dari aspek kependudukan, akibat pernikahan dini ini juga dapat 
memberikan dampak yang cukup buruk untuk pertumbuhan dan 
perkembangan jumlah penduduk di Indonesia. Seperti kita ketahui 
bersama bahwa Indonesia masuk dalam peringkat ke-4 sebagai negara 
dengan jumlah penduduk yang tinggi. 
 Dari aspek pendidikan, bahwa jelas pernikahan dini berpengaruh 
terhadap pendidikan dikarenakan semakin banyak anak di bawah umur 
yang menikah maka potensi berhentinya pendidikan semakin besar, jika 
pernikahan dini dilakukan setelah lulus dari SMP/SMA maka semangat 
dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
akan menurun, hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang harus mereka 
lakukan setelah menikah. Dan  harusnya anak yang belum cukup umur 
dapat melanjutkan jenjang pendidikannya hingga selesai dan mewujudkan 
cita-citanya. 
 Belum lagi dengan banyaknya tujuan pernikahan yang memberikan 
manfaat untuk manusia, diantaranya dengan menikah seseorang dapat 
memperoleh ketenangan jiwa, mendapat keturunan, dan bernilai ibadah, 
semua itu tentu merupakan kebaikan yang banyak dengan menikah. 
 Berangkat dari data-data diatas, jelas bahwa pernikahan dini tidak 
sedikit menimbulkan Mud}arat baik untuk laki-laki dan perempuan, atas 
dasar pertimbangan dari aspek kesehatan, psikologi, kependudukan, 
ekonomi dan pendidikan. Maka pernikahan usia dini berdampak negatif 
pada kedua pasangan, oleh karena itu sebagaimana yang ada dalam fatwa 
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bahwa demi kemaslahatan batasan minimal usia nikah dikembalikan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974. 
 Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil-dalil umum yang 
menganjurkan pernikahan usia layak nikah, maka pernikahan usia dini 
dipandang masih sah selama rukun dan syarat terpenuhi, meski sah namun 
apabila dimungkinkan ada mud}arat yang jelas maka berubah menjadi 
haram. Pernikahan dini dapat berdampak positif dan negatif, selama 
pernikahan dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho 
Allah dan meninggalkan segala yang dilarang sebelum pernikahan, maka 
pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif.
16
 
 Sebaliknya jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya 
untuk menutupi aib karena perbuatan yang dilanggar sebelum pernikahan, 
maka akan menimbulkan  hal yang negatif pula seperti KDRT, pendidikan 
anak terbengkalai, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang 
harmonis. 
 Dalam fatwa MUI tentang Pernikahan usia dini penulis 
memandang sudah memenuhi mas}lah}ah, dikarenakan MUI dalam 
mengeluarkan fatwa MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan 
mas}lah}ah daru>riyyat al’-ummat. dan juga maslahat lainya adalah bahwa 
dengan adanya fatwa MUI ini adalah sebagai penegasan kembali yang 
mendukung / memperkuat Undang-Undang perkawinan yang secara 
substansi berisi akan kebolehan nikah di bawah umur, sekaligus fatwa 
                                               
       16 M Ikhsanuddin dan Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak 
Dalam Keluarga, Jurnal Al-I‟tibar, Vol. 7 Nomor 1, 2018. 
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MUI ini mendukung akan pencapaian kemaslahatan khususnya 
perlindungan keturunan misalnya, kelahiran prematur, kematian ibu dan 
lain-lain. 
 Selain itu dengan adanya fatwa MUI ini juga melindungi pelaku 
nikah dini dari stigma negatif masyarakat akan terjadinya pernikahan usia 
dini. Berikut beberapa mas}lah}ah yang dapat kita uraikan sebagai berikut : 
Pertama, dari sisi hukum adalah adanya sisi penegasan dan dukungan 
yang dilakukan MUI dari peraturan yang ada, yang lebih pada upaya 
menjalankan aturan perundang-undangan sebagai langkah preventif untuk 
menolak dampak negatif / mud}arat dari pernikahan usia dini. 
 Kedua, dari sisi kependudukan, orang yang melakukan pernikahan 
usia dini akan mempunyai rentang waktu untuk hamil dan melahirkan 
dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan pada perempuan yang 
menikah pada usia yang lebih tua.  
 Ketiga, dari sisi moral, bahwa pernikahan dini ini sangat mampu 
menekan tingkat seks bebas yang tinggi dan marak terjadi di kalangan 
pemuda saat ini, terbukti bahwa pemerintah juga melakukan penyuluhan 
tentang begitu bahayanya seks bebas bagi pemuda. 
 Keempat, dari sisi ekonomi, bahwa dengan pernikahan dini 
seseorang dapat membantu meringankan perekonomian keluarga, apabila 
pernikahan dini ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah 
pihak keluarga. karena seseorang yang sudah berumah tangga diharapakan 
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 
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  Kelima, dari sisi psikologi, bahwa  pernikahan di usia dini terbukti 
lebih cepat mendewasakan orang-orang yang terlibat di dalamnya dan 
membuat mereka mampu mengontrol emosi dengan lebih baik. Hal itu 
tentu disebabkan karena ketenangan yang didapatkan dari kehadiran 
pasangan dan pendampinya, keberadaan pasangan yang setia akan 
membantu seseorang untuk mengontrol pasangannya dan mengontrol 
emosinya sendiri. Pernikahan dini bisa menjadi cara pengendalian emosi 
diri dengan cara meluapkan emosi dengan baik. 
 Keenam, dari sisi budaya, bahwa Indonesia sangat kental dengan 
budaya timur yang tingkat keagamaan atau religiusitas yang begitu tinggi 
ditengah masyarakat dengan mayoritas Islam, sehingga pernikahan dini 
dapat dianggap sebagai tradisi yang baik yang akan terus ada, karena di 
Islam sendiri tidak ada larangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
   
 Berdasarkan analisis terhadap masalah Fatwa MUI Tahun 2009 
tentang Pernikahan Usia Dini ditinjau dengan Mas}lah}ah, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan tersebut : 
1. Dasar penetapan fatwa MUI tahun 2009 tentang Pernikahan usia dini 
yakni berdasarkan dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Qur’an di 
antaranya dalam QS. An-Nisa’: 6 dan QS. An-Nuur: 32 yang berisi 
anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu, dan juga QS. At-
Talaq: 4 tentang iddah perempuan yang belum mengalami haid. 
Disamping  dalil Al-Qur’an, MUI juga merujuk beberapa dalil hadits 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Yang nantinya menjadi penjelas dari ketentuan umum 
yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an tentang pernikahan usia dini. 
Hadis pertama yakni tentang penjelasan ‘Aisyah r.a yang dinikahi 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada usia 6 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Hadits 
kedua yakni terkait anjuran Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk menikah bagi orang 
yang telah mampu. Dalil berikutnya yang dipakai MUI yakni beberapa 
kaidah fikih, serta pandangan jumhur Ulama dan Pendapat Ulama 
lainnya yang menghalalkan atau mengharamkan pernikahan usia dini. 
2. Dilihat dari perspektif Mas}lah}ah, Fatwa MUI No.07 Tahun 2009, yang 
berbunyi pernikahan usia dini adalah sah/ boleh sepanjang telah 
terpenuhinya rukun dan syarat nikah, akan tetapi, kebolehan
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pernikahan tersebut bisa menjadi haram ketika ada unsur mud}arat. 
Fatwa tersebut mengandung banyak mas}lahat untuk diterapkan, karena 
fatwa MUI ini dapat dikatakan sebagai  penegasan kembali dan 
mendukung peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 dan juga melindungi pelaku pernikahan dini dari stigma negatif 
yang muncul di masyarakat, sekaligus fatwa MUI ini dapat dibenarkan 
karena mendukung pencapaian kemaslahatan khususnya perlindungan 
keturunan misal kelahiran prematur, kematian ibu dll. 
B. Saran 
 Adapun saran terhadap masalah pernikahan usia dini analisis fatwa 
MUI tahun 2009 ditinjau dengan mas}lahah . setelah penulis menganalisis 
maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu : 
1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
secara kontinu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini dan hal-
hal yang bertentangan dengan tujuan pernikahan. 
2. Hendaknya bagi pihak-pihak yang sedang / mau menikah sementara 
usianya masih di bawah batas usia dibolehkannya nikah, untuk 
menunda sampai batas usia nikah terpenuhi, apabila tidak ada hal-hal 
udzur / mengharuskan untuk menikah. Sebab pernikahan tidak sekedar 
menyalurkan nafsu seksual saja, tetapi juga butuh  kesiapan biologis 
namun juga kematangan secara ,aspek ekonomi, reproduksi, psikologi 
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dll. Semua itu diharapkan agar tujuan pernikahan dapat dipenuhi 
secara keseluruhan. 
3. Hendaknya bagi orang tua untuk memberikan pendidikan / pengarahan 
agama yang baik kepada anak, dengan cara mengawasi pergaulan 
mereka dengan lawan jenis untuk mencegah sesuatu yang berakibat 
fatal nantinya. 
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